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ABSTRAK

Bergotong royong, kerja bakti, saling membantu sesama adalah hal yang biasa
dilakukan oleh masyarakat pedesaan. Hampir-hampir tidak ada jarak yang memisahkan
antara satu orang dengan yang lainnya. Kedekatan inilah yang membuat warga desa
menjadi layaknya seperti keluarga sendiri. Hal ini pula yang menjadi asas pengaturan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana salah satu tujuannya adalah
untuk memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Pada Pasal 81 ayat (2)
disebutkan bahwa “pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan
melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.” Atas amanat
tersebut sudah seharusnya seluruh desa di Indonesia mematuhinya. Namun pada tahun
2015 terdapat pembangunan drainase di Dukuh Tompe Desa Tunjungharjo Kecamatan
Tegowanu Kabupaten Grobogan yang tidak melibatkan masyarakat desa, melainkan
diserahkan kepada pihak ketiga di luar masyarakat Desa Tunjungharjo. Berdasarkan
problematika tersebut penyusun merumuskan masalah bagaimana pelaksanaan
pembangunan Desa Tunjungharjo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan dan
apakah pelaksanaan pembangunan Desa Tunjungharjo Kecamatan Tegowanu Kabupaten
Grobogan sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Untuk menjawab masalah tersebut, penyusun menggunakan metode penelitian
Yuridis-Empiris yakni berupa penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan
yuridis-sosiologis. Data diambil langsung dari subjek penelitian melalui wawancara dan
melalui telaah pustaka serta kajian atas peraturan-peraturan terkait. Penelitian ini bersifat
deskriptif-analistik yakni mengurai fakta-fakta, situasi-situasi atau kejadian-kejadian dan
menganalisisnya dengan teori dan logika hukum.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, pelaksanaan pembangunan drainase di atas
bukan termasuk dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa Tunjungharjo Tahun 2015, itu
merupakan aspirasi dari Bapak Bambang Ismoyo yang merupakan anggota DPRD
Kabupaten Grobogan untuk melakukan pembangunan dengan menggunakan jasa pihak
ketiga tanpa melibatkan masyarakat desa. Sehingga dalam hal ini Pemerintah Desa
Tunjungharjo hanya menerima saja program tersebut. Kedua pelaksanaan pembangunan
Desa Tunjungharjo tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, karena melanggar Pasal 81 ayat (1) dan (2) dimana seluruh pembangunan Desa
Tunjungharjo harus berdasarkan RKP Desa Tunjungharjo, selanjutnya pembangunan
tersebut dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa
Tunjugharjo dengan semangat gotong royong. Pemerintah Desa Tunjungharjo juga
melanggar ketentuan pada Pasal 82 ayat (1), yaitu dalam kasus pembangunan drainase di
Dukuh Tompe hak masyarakat untuk tahu rencana dan pelaksanaan pembangunan desa
dihianati olen Pemerintah Desa Tunjungjarjo. Atas hal tersebut Pemerintah Desa
Tunjungharjo dapat di kenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran
tertulis. Apabila sanksi tersebut tidak dilaksanakan dilakukan tindakan pemberhentian
sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara pembangunan artinya berbicara mengenai perubahan, kemajuan
masyarakat, kemajuan teknologi, perluasan wawasan dan pola pikir masyarakat,

serta perilaku dan gaya hidup masyarakat.

Menurut Siagian, pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha
mewujudakan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang
ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan

bangsa (nation-building).

Daam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia 1945 dinyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia
adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesgahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut
mel aksanakan ketertiban dunia.® Hal itu sejalan dengan tujuan pembangunan desa
untuk meningkatkan kesegahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia

serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,

! Sondang P. Siagian, Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Srateginya,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2000), him. 4.

2 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara K esatuan Republik Indonesia Tahun 1945.



pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal,

serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara keberlanjutan.®

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap
pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya

program pembangunan yang dirancang pemerintah untuk pembangunan desa.

Pembangunan desa diharapkan dapat menekan angka urbanisasi dari desa ke
kota. Fokus pembangunan desa ini juga diharapkan dapat meminimalisasi
kemerosotan aktivitas ekonomi di desa, di antaranya karena minimnya sumber
daya manusia pedesaan yang bersedia bekerja di sektor-sektor ekonomi

pedesaan.”

Pemerintahan desa merupakan salah satu jenjang birokrasi yang bersentuhan
langsung dengan kepentingan masyarakat, tentunya berkewagjiban untuk
mengimplementasikan program-program pembangunan. Sukses dan tidaknya
program itu tergantung pada kinerja aparat pemerintahan desa dalam hal ini
Kepaa Desa sebagal pengambil kebijakan tertinggi. Kepala Desa dalam
kapasitasnya tersebut diharapkan dapat melaksanakan berbagai kebijakan baik
yang berasal dari pimpinan dan kepemimpinannya (kebijakan struktural) ataupun
kebijakan-kebijakan yang sifatnya teknis di tingkat desa. Keberhasilan Kepala

Desa dalam mengimplementasikan segala kebijakan yang ada merupakan salah

% Lihat Pasal 78 ayat (10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

* Mudrajad Kuncoro, Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3,
(Yogyakarta: Erlangga, 2014), him. 423.



satu indikator bahwa peran-peran birokrasi di desa telah berjalan, tentunya
pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik. Idealnya seorang pemimpin
harus memiliki pengetahuan umum yang luas, semakin tinggi kedudukannya
dalam hierarchie® kepemimpinan organisasi, maka semakin banyak pula tuntutan

untuk berfikir dan bertindak secara generalis’.

Kepaa Desa Tunjungharjo sebagal pemimpin penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Tunjungharjo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan,
mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pembangunan

yang sesuai dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara yuridis, pembangunan desa dilaksanakan dengan:’

1. Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja
Pemerintah Desg;

2. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan
semangat gotong royong;

3. Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya aam

Desg;

> Hierarchie adalah sesuai dengan susunan yang teratur dan urut. Lihat M. Marwan dan
Jimmy P., Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition (Surabaya: Reality Publisher,
2009), him. 253.

® Generalis adalah orang yang keterampilan atau minatnya mencakupi beberapa bidang
yang berbeda. Lihat Hasan Alwi, dkk. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edis Ketiga, (Jakarta:
Baai Pustaka, 2005), him. 353.

" Lihat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



4. Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa;
5. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada

Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Ayat (1) : “Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja

Pembangunan Desa.”

Dalam ayat ini berarti bahwa semua pembangunan harus dilaksanakan
berdasarkan Rencana K erja Pembangunan Desa (RK P Des)®, sehingga Pemerintah
Desa Tunjungharjo tidak boleh melaksanakan pembangunan di luar RKP Desa
Tunjungharjo yang sudah disahkan oleh pemerintah desa dan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD).

Ayat (2): “Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan
oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan

semangat gotong royong.”

Daam ayat ini pelaksanaan pembanguan Desa Tunjungharjo  harus
melibatkan seluruh masyarakat Desa Tunjungharjo dengan semangat gotong
royong’, sehingga masyarakat Desa Tunjungharjo mempunyai rasa memiliki
dengan adanya pembangunan di desanya. Tentu dengan rasa kepemilikan ini

hasilnya lebih baik daripada dilaksanakan oleh pihak ketiga.

8 Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des), merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Lihat Pasal 79 ayat 9 (2)
huruf b. 1bid.

° Gotong royong adalah bekerja bersama-sama (tolong-menolong, bantu-membantu).
Lihat Hasan Alwi, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edis Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka,
2005), him. 370.



“Ketika ada pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga itu hasilnya
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lebih jelek daripada dilaksanakan oleh warga sendiri.

Ayat (3): “Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1)

dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa”

Pembangunan Desa Tunjungharjo dilaksanakan dengan memanfaatkan
kearifan lokal dan sumber daya alam Desa Tunjungharjo itu sendiri, sehingga
keariafan lokal™* dan sumber daya alam desa'® ini akan memberikan ciri khas
sendiri dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tunjungharjo yang belum tentu

sama dengan desa-desalain.

Ayat (4): “Pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh

desa”

Pembangunan lokal*® merupakan suatu usaha yang sistematik dari berbagai
pelaku pada tingkatan lokal itu sendiri. Pembangunan lokal ini harus dilaksanakan

sendiri oleh desa (pemerintah desa dan masyarakat desa) Tunjungharjo. Frasa

19 Hasil wawancara dengan Bapak Parno, S.Pd.| selaku Ketua BPD Tunjungharjo, tanggal
18 September 2016 di rumahnya.

1 Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku di dalam tata kehidupan
masyarakat yang bertujuan untuk melindungi sekaligus mengelola lingkungan hidup secara lestari.
Lihat Pasal 1 butir 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

12 qumber daya alam desa adalah potensi alam desa yang dapat dikembangkan untuk
proses produksi di desa. Lihat Hasan Alwi, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), him. 1102.

3| okal adalah ruang yang luas; sekolah itu terdiri atas tujuh lokal. 1bid, him. 680.



“dilaksanakan sendiri oleh desa’ ini dikelola melalui swakelola desa, kerjasama

antar desa dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga.*

Ayat (5): “Pelaksanaan program sektoral yang masuk Desa diinformasikan

kepada Pemerintah Desa untuk diintergrasikan dengan Pembangunan Desa”

Dalam ayat ini menegaskan bahwa Pemerintah Desa Tunjungharjo
mempunyai wewenang untuk mengurus segala bentuk pembangunan sektoral

yang masuk Desa Tunjungharjo.™

Namun pada tahun 2015 terjadi pembangunan yang dilaksanakan di luar
RKP Desa Tunjungharjo tahun anggaran 2015 serta dikerjakan oleh pihak ketiga

di luar masyarakat desa, yakni pembangunan drainase di Dukuh Tompe.*®

Apabila Pemerintah Desa Tunjungharjo melaksanakan pembangunan desa
sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka
tidak akan terjadi permasalahan bahwa “terdapat pembangunan desa yang
dilaksanakan oleh pihak ketiga di luar masyarakat Desa Tunjungharjo.”
Permasalahan tersebut menjadi menarik untuk diteliti mengingat tujuan

pembangunan desa yaitu:*’

1 | ihat Pasal 52 ayat (3) Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa.

> Lihat Pasal 53 Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa.

% | ihat lampiran 3 Peraturan Desa Tunjungharjo Kecamatan Tegowanu Kabupaten
Grobogan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja (APB Desa) Tahun Anggaran 2015.

Y |ihat Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



“Untuk meningkatkan kesgjahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,
pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal,

serta pemanfaatan suber daya alam dan lingkungan secara keberlanjutan.”

Dalam konteks ini peran serta masyarakat dalam pembangunan desa
menjadi luntur begitu juga dengan falsafah gotong-royong yang merupakan ciri
khas kehidupan pedesaan. Setelah itu maka yang terjadi adalah banyaknya
urbanisasi, karena kesejahteraan masyarakat di desanya sendiri tidak dijamin oleh

Pemerintah Desa.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka dapat menjadi pendorong untuk
melakukan penelitian dengan mengkaji lebih dalam yang nantinya hasil
penelitiannya akan dipaparkan dalam skripsi yang berjudul “Pelaksanaan
Pembangunan Desa Tunjungharjo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan

Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk memperjelas arah penelitian,

maka pokok permasalahannya adal ah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan Desa Tunjungharjo Kecamatan

Tegowanu Kabupaten Grobogan?



2. Apakah pelaksanaan pembangunan Desa Tunjungharjo Kecamatan
Tegowanu Kabupaten Grobogan sudah sesuai dengan Undang-undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Mengetahui bagaimanaimplementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa;
b. Mengetahui peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan

Desa Tunjungharjo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

2. Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a  Secarateoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami dan
mendalami permasalahan hukum, khususnya pemahaman tentang penerapan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

b. Secarapraktis

Penelitian ini menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para
pembaca pada umumnya termasuk aparat yang berwenang dalam penerapan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



D. Tdaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran, belum ada karya ilmiah (skripsi) yang
membahas secara khusus tentang pelaksanaan pembangunan desa menurut
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian dijelaskan
secara teknis oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Berikut hasil penelusuran

karyailmiah yang berkaitan dengan tema penélitian ini, yaitu:

Skripsi karya Ulfatul Istiglaliyah dengan judul “Kerjasama Pemerintah Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus
Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep” memaparkan tentang bentuk kerjasama
pemerintah desa dan BPD dalam pembangunan desa K ecamatan Rubaru Sumenep
dan ditinjau dari Perda Kabupaten Sumenep Nomor 18 Tahun 2006 tentang
Organisasi Pemerintah Desa serta menekankan pada bentuk-bentuk kerjasama
Pmerintahan Desa dan BPD dan kendala yang dihadapi dalam kerjasama
pemerintah desa dan BPD.® Sedangkan penelitian ini mengenai pelaksanaan
pembangunan desa yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa serta monitoring Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

pembangunan Desa Tunjungharjo.

Skripsi karya Dyahayu Puspitasari dengan judul “Kewenangan Pemerintah

Desa dalam Rangka Memajukan Perekonomian Masyarakat Desa Berdasarkan

18 Ulfatul Istiglaliyah, “Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep), Skripsi
Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2014.
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa” menjelaskan bagaimana
kewenangan pemerintahan desa dalam lembaga perekonomian masyarakat desa
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peranan
lembaga perekonomian masyarakat desa dalam meningkatkan pembangunan desa
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*® Sedangkan
dalam pembahasan penelitian ini menitikberatkan pada proses pelaksanaan
pembangunan Desa Tunjungharjo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan
dalam bidang infrastrukur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa.

Skripsi karya Ibnu Jala dengan judul “Tingkat Keteladanan Kepala Desa
Terkait Kinerjanya dalam Melaksanakan Program Pembangunan Desa (Studi di
Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara” menjelaskan
bagaimana peran dan tindakan Kepala Desa dalam pembangunan desa serta
menjelaskan faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat terhadap
pembangunan desa di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten
Jepara®® Sedangkan penelitian ini terkait dengan kebijakan Pemerintah Desa
dalam pembangunan Desa Tunjungharjo berdasarkan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa dan peran Badan Permusyaratan Desa dalam

pengawasan pel aksanaan pembangunan Desa Tunjungharjo.

¥ Dyahayu Puspitasari, “Kewenangan Pemerintah Desa dalam Rangka Memajukan
Perekonomian Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa”, Skripsi Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2015.

2 |bnu Jalal, “Tingkat Keteladanan Kepala Desa Terkait Kinerjanya dalam Melaksanakan
Program Pembangunan Desa (Studi di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten
Jepara)”, Skripsi Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2015.
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Skripsi karya Dian Novita Rini berjudul “Sistem Informasi Pengelolaan
Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Web pada Kecamatan Gebog” dalam
penelitiannya menjelaskan pembangunan desa melalui sistem pengelolaan
perencanaan pembangunan desa berbasis website pada Kecamatan Gebog, untuk
mengatas masalah-masalah yang sebelumnya diselesaikan secara manual.
Dengan adanya sistem terkomputerisasi maka semua permasal ahan tersebut dapat
diselesaikan secara otomatis.?* Sedangkan pembahasan dalam pendlitian ini
menelaah bagaimana bentuk pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Desa

Tunjungharjo.

Kemudian Frima Hgjirin S. Pelawi menulis skripsi dengan judul “Peranan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Pertanian di Desa
Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo” dalam skripsinya membahas
tentang pembangunan desa di bidang pertanian yang dilakukan oleh pemerintah
desa dengan bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta
masyarakat Desa Batukarang. Adapun fokus penelitiannya adalah peranan Badan
Permusyawaratan Desa dalam pembangunan pertanian.”® Sedangkan dalam
penelitian ini membahas tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan pembangunan
Desa Tunjungharjo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa

2 Dian Novita Rini, “Sistem Informasi Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Desa
Berbasis Web pada Kecamatan Gebog”, Skrips Sarjana Fakultas Teknik, Universitas Mulia
Kudus, 2014.

2 Frima Hajirin S. Pelawi, “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam
Pembangunan Pertanian di Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten Karo”, Skrips Sarjana
Fakultas [Imu Sosia dan [Imu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014.
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E. Kerangka Teoretik

1. Good Governance

Pengertian governance amat beragam. Pada dasarnya ia diartikan sebagai
tata kelola yang berhubungan dengan interaksi antara pemerintah dengan
masyarakat. Sedangkan *“governing” berarti semua kegiatan sosia, ekonomi,
politik, dan administratif yang dilakukan sebagai upaya untuk mengarahkan,

mengendalikan, mengawasi atau mengelola®®

Pemerintahan adalah suatu cara dinas umum dipimpin dengan sebaik-
baiknya.** Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan
adalah badan yang melakukan kekuasaan untuk pemerintah, sehingga dia
mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan, membina dan
membimbing warganya ke arah pencapaian tujuan tertentu. Teori pemerintahan

dikatakan oleh K oswara® bahwa yang dimaksud pemerintahan adal ah:

a. Daam arti luas meliputi seluruh kegiatan pemerintah, baik
menyangkut bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif.
b. Dalam arti sempit meliputi kegiatan pemerintah hanya menyangkut

bidang eksekutif.

% Mudrajad Kuncoro, Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3,
(Yogyakarta: Erlangga, 2014), him. 357.

2 |nu Kencana Syafi’ie, Etika Pemerintah, (Jakarta: Renika Cipta, 1994), him. 97

% E, Koswara, Teori Pemerintah Daerah, (Jakarta: Institut Ilmu Pemerintah Press, 2001),
him. 29.
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Selanjutnya, Koswara menjelaskan bahwa ilmu pemerintah ialah [Imu
pengetahuan yang secara mandiri menyelenggarakan studi tentang cara-cara
bagaimana pemerintah negara disusun dan difungsikan, baik secara internal
maupun eksternal dalam upaya mencapai tujuan negara. lImu pemerintahan
merupakan ilmu terapan karena mengutamakan segi penggunaan dalam praktek,
yaitu dalam ha hubungan antara yang memerintah (penguasa) dengan yang

diperintah (rakyat).®
2. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem Negara K esatuan Republik Indonesia.?’ Secara
harfiah®®, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa
Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan
namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai
kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan
guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang

mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat

% |bid, him. 5.

%7 Lihat Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.

*® Harfiah adalah (terjemahan atau arti) menurut huruf, kata demi kata. Lihat Hasan Alwi,
dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), him. 388.
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setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem

Negara K esatuan Republik Indonesia®®

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga
sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara
memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung
jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber

potensi yang ada di daerah masing-masing.

Di Indonesia, dekonsentrasi dan desentralisasi agaknya merupakan
klasifikasi sistem administrasi pemerintah daerah yang lebih populer digunakan.
Ini tercermin dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik

Indonesia 1945 beserta serangkai an undang-undang yang mengaturnya: ¥

a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi, dan daerah propins itu dibagi atas kabupaten/ kota, yang
tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan

daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Perubahan |1 18 Agustus 2000, sebelumnya berbunyi: pembagian daerah
Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya
ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar
permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul

dalam daerah yang bersifat istimewa.

# Lihat Pasal 1 butir 12, Ibid.
% |ihat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara K esatuan Republik Indonesia 1945.
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b. Pemerintahan Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan.
3. Pembangunan

Istilah pembangunan bisa sgja diartikan berbeda oleh satu orang dengan
orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lain, negara yang satu dengan
negara yang lain. Jika pengertiannya bisa berbeda-beda maka tentu sgja tujuan
dari pembangunan juga berbeda. Dengan kata lain, definis pembangunan akan

mempengaruhi tujuannya.*

Penting untuk dapat memiliki definisi yang sama dalam mengartikan
pembangunan. Secara tradisional pembangunan memiliki arti peningkatan Produk
Domestik Bruto (PDB) secara terus menerus. Untuk daerah, makna pembangunan
yang tradisional difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) suatu provinsi, kabupaten, atau kota.*

Namun, muncul kemudian suatu alternatif definisi pembangunan ekonomi
yang lebih menekankan pada peningkatan Income Per Capita (Pendapatan
Perkapita). Definisi ini menekankan pada tingkat kemampuan suatu negara dalam
meningkatkan output yang dapat melebihi tingkat pertumbuhan penduduk.

Definisi  pertumbuhan tradisional sering dikaitkan dengan sebuah strategi

3 Budi Winarno, Etika Pembangunan, Cet. Pertama, (Jakarta: CAPS, 2013), him. 37.

% Mudrajad Kuncoro, Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3,
(Yogyakarta: Erlangga, 2014), him. 108.
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mengubah struktur suatu negara atau sering dikenal dengan industrialisasi.
Kontribus pertanian mulai tergantikan dengan kontribusi industri. Definisi yang
cenderung melihat segi kuantitatif dari pembangunan ini dipandang perlu

menengok indikator-indikator sosial yang ada.

Paradigma pembangunan modern memandang suatu pola yang berbeda
dengan pembangunan ekonomi tradisional. Pertanyaan bermula “benarkah semua
indikator ekonomi yang ada memberikan gambaran kemakmuran?” Beberapa
ekonom modern mulai mengedepankan dethronement of GNP (penurunan tahta
pertumbuhan ekonomi), pengentasan garis kemiskinan, pengurangan distribusi
pendapatan yang semakin timpang, dan penurunan tingkat pengangguran yang
ada. Teriakan para ekonom ini membawa perubahan dalam paradigma
pembangunan yang mulai menyoroti bahwa pembangunan harus dilihat sebagai

suatu proses yang multidimensional.

Menurut Siagian, pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha
mewujudakan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang
ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan

bangsa (nation-building).*

% Sondang P. Siagian, Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2000), him. 4.
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Bebarapa ahli menganjurkan bahwa pembangunan suatu daerah harus

mencakup tigainti nilai, yaitu:**

a. Ketahanan (Sustenance): kemampuan untuk memenuhi kebutuhan
pokok (pangan, papan, kesehatan, dan proteksi)) untuk
mempertahankan hidup.

b. Harga diri (Self Esteem): pembangunan haruslah mengorangkan
orang. Daam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah
meningkatkan kebanggaan sebagal manusia yang berbeda di daerah
itu.

c. Freedom from servitude: kebebasan bagi setiap individu suatu negara
untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk

berpartisipasi dalam pembangunan.

Dalam teori stategi pembangunan pedesaan yang diungkapkan Raharjo®
bahwa pembangunan pedesaan seperti dalam pembangunan ekonomi pada
umunya, maka dalam mewujudkan tujuan pembangunan pedesaan, terdapat paling

sedikit 4 (empat) jenis strategi, yaitu:
a. Strategi pertumbuhan

Strategi pertumbuhan umumya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan

secara cepat dalam nilai ekonomis melalui peningkatan pendapatan perkapita,

% Mudrajad Kuncoro, Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3,
(Yogyakarta: Erlangga, 2014), him.109.

% Raharjo Adisasmita, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, (Yogyakarta: Liberty,
2006), him. 21.
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produksi dan produktivitas sektor pertanian, permodalan, kesempatan kerja. Dan

peningkatan kemampuan partisipasi masyarakat pedesaan.

b. Strategi kesejahteraan

Strategi kesgjahteraan pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki taraf
hidup atau kesegjahteraan penduduk pedesaan melalui pelayanan dan peningkatan
program-program pembangunan sosial yang berskala besar atau nesional, seperti
peningkatan pendidikan, perbaikan kesehatan dan gizi, penanggulangan
urbanisasi, perbaikan pemukiman penduduk, pembangunan fasilitas transportasi,

penyediaan prasarana dan sarana sosial.

c. Strategi responsif terhadap kebutuhan masyarakat

Strategi ini merupakan reaks terhadap strategi kesgjahteraan yang
dimaksudkan untuk menggapai  kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan
pembangunan yang dirumuskan oleh masyarakat sendiri mungkin saja dengan
bantuan pihak luar untuk mempelancar usaha mandiri melaui pengadaan
teknologi dan tersedianya sumber-sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan di

pedesaan.

d. Strategi terpadu dan menyeluruh

Strategi terpadu dan menyeluruh ini ingin mencapai tujuan-tujuan yang
menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesgahteraan, dan

partisipasi aktif masyarakat secara simultan dalam proses pembangunan pedesaan.
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F. Metode Penditian

1. JenisPenditian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis-Empiris dalam menyusun
penelitian ini yakni berupa penelitian lapangan (field research), pendlitian
dilaksanakan di Badan Permusyawaratan Desa Tungjungharjo dan Kantor
Pemerintah Desa Tunjungharjo, dengan sasaran data berupa informas dan

wawancara yang dilakukan dengan aparat yang berwewenang.

2. Sifat Penditian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analistik, yakni mendeskripsikan dan

menganalisis pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Desa Tunjungharjo.

3. Pendekatan Pendlitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis.
Penelitian ini dikaji secara yuridis yakni mengkaji konsep normatif yang berkaitan
dengan pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa

Tunjungharjo.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan dipergunakan adalah berupa data primer, data sekunder
dan datatersier. Adapun sumber data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini

adal ah sebagai berikut:

a DataPrimer
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Data primer atau data utama dalam penelitian ini diperlukan untuk
pemahaman, lengkap dan komprehensif.* Diperoleh secara langsung dari
Pemerintah Desa Tunjungharjo dan Badan Permusyawaratan Desa Tunjungharjo.
Bahan primer lainya dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan
Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Desa.
b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum
berupa buku-buku, skripsi, jurna/makalah dan artikel ilmiah yang berkaitan

dengan tema yang menunjang penelitian.
c. DataTersier

Data tersier pada penelitian ini berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar

Bahasa Indonesia.

d. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari pendlitian ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah Desa Tunjungharjo

Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

5. Teknik Pengumpulan Data

% Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2011), him. 38.
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a Observas

Observasi adalah teknik pengumpulan data serta proses pengamatan dan
pencatatan secara sistematis mengenal gegaageaa yang diteliti, yang
direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan
(reliability) dan kesahihannya (validity).>” Pengumpulan data berupa pengamatan
secara langsung terhadap perilaku dan keadaan yang berkaitan dengan

pel aksanaan pembagunan Desa Tunjungharjo.
b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
tanyajawab antar interviewer (penanya) dengan interviewee (responden).® Dalam
melakukan wawancara mendalam, perlu mendengarkan dengan teliti serta
mencatat segala hal yang dikemukakan oleh informan. Kegiatan ini dilakukan di
Badan Permusyawaratan Desa Tungjungharjo, Kantor Pemerintahan Desa

Tunjungharjo, dan masyarakat Desa Tunjungharjo
c. Dokumentasi
Mengumpulkan dokumen baik secara tertulis maupun berupa gambar.

d. Metode kepustakaan (library reseach)

" 1bid, him. 14.
8 |bid, him. 15.
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Metode kepustakaan (library reseach), yaitu data yang dikumpulkan dengan
cara menelaah beberapa literatur serta bacaan-bacaan lain dan bahan-bahan
hukum yang masih relevan serta berhubungan dengan obyek penelitian, dan

penelitian hukum normativ merupakan penelitian terhadap data sekunder.®
6. AnaisisData

Data yang berhasil dikumpulkan dari Badan Permusyawaratan Desa
Tungjungharjo dan Kantor Pemerintahan Desa Tunjungharjo berupa data primer
berupa hasil wawancara dan dokumen-dokumen penting maupun data sekunder
yang berasal dari buku-buku referensi diolah secara sistematis selanjutnya
dilakukan analisis deskritif kualitatif yaitu meneliti, menelaah data-data yang ada
dalam bentuk uraian secara logis dan sistematis untuk menjawab rumusan
masalah yang ada, dan data yang diperoleh yang dianalisis secara deskritif
kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian
logis dan sistematis, kemudian dianalisis untuk memperoleh keelasan
penyelesaian masalah, kemudian ditarik kessmpulan secara deduktif, yaitu dari

data yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.*

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas,

penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

% Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1985), him. 42.

“0 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UII Press, 1998), him. 10.
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Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka,

kerangkateori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang tinjauan teoretik pelaksanaan pembangunan
desa yang terdiri dari good governance, otonomi daerah, dan pengertian

pel aksanaan pembangunan desa.

Bab ketiga membahas tentang pel aksanaan pemabangunan desa terdiri dari,
gambaran umum Desa Tunjungharjo, gambaran pemerintah Desa Tunjungharjo,
pelaksanaan pembangunan Desa Tunjungharjo, dan pengawasan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pelaksanaan pembangunan Desa

Tunjungharjo.

Bab keempat membahas tentang analisis pelaksanaan pembangunan Desa
Tunjungharjo Kecamatan tegowanu Kabupaten Grobogan, terdiri dari pelaksanaan
pembangunan Desa Tunjungharjo ditinjau dari prinsi-prinsip good governance,
pelaksanaan pembangunan Desa Tunjungharjo ditinjau dari otonomi daerah,
pelaksanaan pembangunan Desa Tunjungharjo ditinjau dari teori pembangunan,
pelaksanaan pembangunan Desa Tunjungharjo ditinjau dari penraturan
perundang-undangan yang berlaku, dan analisa pelaksanaan pembangunan Desa

Tunjungharjo menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selanjutnya, bab kelima yaitu penutup yang terdiri dari kessmpulan dan

Saran.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis oleh penyusun, maka

dapat diperoleh kesimpulan sebagal berikut:

1. Pembangunan Desa Tunjungharjo dilaksanakan berdasarkan:

a Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPIM Des)
Tunjungharjo Periode 2013-2019.

b. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Des) Tunjungharjo dalam
jangka waktu satu tahun.

c. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Des).

d. Selanjutnya Pemerintah Desa akan membentuk Tim Pengelola
Kegiatan (TPK). TPK bersama BPD Tunjungharjo akan menyusun
rencanakerja, yang isinyameliputi:

1) Uraian kegiatan,

2) Biaya;

3) Waktu pelaksanaan;
4) Lokas;

5) Kelompok sasaran;
6) Tenagakerja; dan

7) Daftar pelaksanan kegiatan.

124
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e. Daam ha Pengadaan tenaga kerja, BPD Tunjungharjo yang berperan
penting untuk meunjuk Tim Pengelola Kegiatan di lapangan (TPK
Lapangan) dimana tugasnya adalah melaksanakan pembangunan di
lapangan (tenaga kerja). TPK Lapangan tidak bisa ditunjuk dari luar
dukuh, sehingga seluruh anggotanya merupakan warga yang terkena
pembangunan desa di dukuhnya sendiri-sendiri dengan Kepala Dukuh
sebagal ketuanya. Apabila daam waktu yang bersamaan desa
melakukan pembangunan di 2 (dua) dukuh maka TPK Lapangan akan
dibentuk dua tentunya dengan warga dukuh vyang terkena
pembangunan desa tersebut.

2. Pelaksanaan pembangunan di Desa Tunjungharjo belum berjalan maksimal
sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 81.:

a. Pada ayat (1) dijelaskan bahwa pembangunan desa harus sesuai
dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa, dalam hal ini pemerintah
Desa Tunjungharjo melanggar aturan tersebut dengan melaksanakan
pembangunan drainase di Dukuh Tompe. Dimana pembangunan itu
bukan termasuk dalam RKP Desa, melainkan aspirasi dari Bapak
Bambang Ismoyo. Seharusnya dalam kasus ini pemerintah Desa
Tunjungharjo mengintegrasikan pembangunan tersebut dengan
pembangunan Desa yang nantinya dicatat di RKP Desa beserta
anggarannya dicantumkan juga di APB Desa.

b. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa pembangunan desa dilaksanakan oleh

pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan



B. Saran
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semangat gotong royong. Pada ayat ini merupakan makna dari
kehidupan pedesaan dimana semua penduduk desa saling bergotong
royong untuk membangun desa, hal ini sangat jarang ditemui pada
kehidupan perkotaan. Pemerintah Desa Tunjungharjo sudah
melanggar ayat ini dengan mengadakan pembangunan yang
dilaksanakan oleh pihak ketiga di luar masyarakat desa. Atas hal
tersebut falsafah gotong royong juga menjadi luntur.

Di luar Pasal 81, pemerintah Desa Tunjungharjo juga melanggar
ketentuan pada Pasal 82, yaitu Pada ayat (1) dijelaskan bahwa
“Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengena rencana
dan pelaksanaan Pembangunan Desa,” dalam kasus pembangunan
drainase di Dukuh Tompe hak masyarakat untuk tahu rencana dan
pelaksanaan pembangunan desa dihianati oleh Pemerintah Desa
Tunjungharjo.

Atas hal tersebut Pemerintah Desa Tunjungharjo dapat dikenai sanksi
pada Pasal 28 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, yakni sanks administratif berupa teguran lisan dan/atau
teguran tertulis. Apabila sanksi tersebut tidak dilaksanakan dilakukan
tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan

pemberhentian.

Adapun saran yang dapat diberikan penyusun dalam merespon hasil

penelitian ini adalah sebagai berikut:
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a. Pemerintah Desa Tunjungharjo harus lebih terbuka dalam melaksanakan
pembangunan desa. Karena Pemerintah Desa Tunjungharjo mempunyai
kewgjiban untuk memberikan informasi kepada masyarakatnya. Seperti
dalam kasus pembangunan drainase di Dukuh Tompe pada tahun 2015,
rencana dan pelakanaannya tidak diinformasikan kepada masyarakat
secara menyeluruh. Sehingga mengakibatkan kesenjangan antara
Pemerintah Desa Tunjungharjo dan masyarakatnya.

b. Dalam melaksanakan pembangunan desa, Pemerintaha Desa
Tunjungharjo harus melibatkan seluruh masyarakat desa atas dasar
gotong royong. Selain sebagai asas pengaturan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, gotong royong juga merupakan ciri khas
kehidupan pedesaan yang harus dilestarikan.

c. Setigp pembangunan desa yang masuk ke Desa Tunjungharjo harus
diintegrasikan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
Tunjungharjo berikut anggarannya dicantumkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tunjungharjo.
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional
dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat dan  berperan mewujudkan  cita-cita
kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik
Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai
bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan
agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis
sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat
dalam melaksanakan pemerintahan dan
pembangunan menuju masyarakat yang adil,
makmur, dan sejahtera;

bahwa Desa dalam susunan dan tata cara
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu
diatur tersendiri dengan undang-undang;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
membentuk Undang-Undang tentang Desa;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan
Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Dengan . ..
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  UNDANG-UNDANG TENTANG DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan  pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan  dihormati dalam = sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang
disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut
dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Musyawarah . . .
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Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama
lain adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang
bersifat strategis.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut
BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari
kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset,
jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah
dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

Pembangunan Desa adalah wupaya peningkatan
kualitas hidup dan kehidupan wuntuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan
sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan
sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan
jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban
Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari
kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau
perolehan hak lainnya yang sah.

12. Pemberdayaan . . .
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12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,
sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,
kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui
penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan
pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah
dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

14. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau
Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

16. Menteri adalah menteri yang menangani Desa.

Pasal 2

Penyelenggaraan  Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3. ..
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Pasal 3
Pengaturan Desa berasaskan:

a. rekognisi;

o

subsidiaritas;

keberagaman;

o 0

kebersamaan;
kegotongroyongan,;
kekeluargaan;

musyawarah,;

5 R e O

demokrasi;

[

kemandirian;

partisipasi;

—.

k. kesetaraan,;
l. pemberdayaan; dan

m. keberlanjutan.

Pasal 4
Pengaturan Desa bertujuan:

a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa
yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan
sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum
atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh
rakyat Indonesia;

c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan
budaya masyarakat Desa;

d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi
masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan
Aset Desa guna kesejahteraan bersama,;

e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional,
efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;

f. meningkatkan . . .
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meningkatkan  pelayanan  publik bagi warga
masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan
kesejahteraan umum,;

meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat
Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang
mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian
dari ketahanan nasional;

memajukan perekonomian masyarakat Desa serta
mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan

memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek
pembangunan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN JENIS DESA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.

(1)
(2)

(1)

Bagian Kedua
Jenis Desa

Pasal 6

Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.

Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

BAB III
PENATAAN DESA
Pasal 7

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat
melakukan penataan Desa.

(2) Penataan . . .
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Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan
Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan:

a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;

b. mempercepat peningkatan kesejahteraan
masyarakat Desa;

c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan
publik;

d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan
Desa; dan

e. meningkatkan daya saing Desa.

Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. pembentukan;

b. penghapusan;

c. penggabungan;
perubahan status; dan

e. penetapan Desa.

Pasal 8

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan tindakan
mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan
prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat,
kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta
kemampuan dan potensi Desa.

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. batas . ..
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batas usia Desa induk paling sedikit S (lima) tahun
terhitung sejak pembentukan;

. jumlah penduduk, yaitu:

1) wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa
atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;

2) wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa
atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;

3) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu)
jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;

4) wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara
paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam
ratus) kepala keluarga;

5) wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit
2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima
ratus) kepala keluarga;

6) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat,
Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan
Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau
400 (empat ratus) kepala keluarga;

7) wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling
sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga
ratus) kepala keluarga;

8) wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan
Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa
atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan

9) wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit
500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala
keluarga.

wilayah kerja yang memiliki akses transportasi
antarwilayah;

sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup
bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;

memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi
pendukung;

batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk
peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan
Bupati/Walikota;

g. sarana . . .
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g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa
dan pelayanan publik; dan

h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap,
dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah
Desa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang
disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan
asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya
masyarakat Desa.

(5) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui Desa persiapan.

(6) Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa
induk.

(7) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.

(8) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 9

Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau
kepentingan program nasional yang strategis.

Pasal 10

Dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung
menjadi Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang
bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang
ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 11

(1) Desa dapat berubah status menjadi kelurahan
berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa
dengan memperhatikan saran dan pendapat
masyarakat Desa.

(2) Seluruh . ..
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(2) Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan
Desa yang berubah menjadi kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan/aset
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di
kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah
status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa
masyarakat dan memenuhi persyaratan yang
ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana
dan prasarana menjadi milik Desa dan dikelola oleh
Desa yang bersangkutan untuk kepentingan
masyarakat Desa.

(3) Pendanaan perubahan status kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 13

Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di
kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi
kepentingan nasional.

Pasal 14

Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau
perubahan status Desa menjadi kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11
atau kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 15 ...
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Pasal 15

Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan,
penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan
status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan
menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
yang telah mendapatkan persetujuan bersama
Bupati/Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah diajukan kepada Gubernur.

Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang  pembentukan, penghapusan,
penggabungan, dan/atau perubahan status Desa
menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah,
kepentingan masyarakat Desa, dan/atau peraturan
perundang-undangan.

Pasal 16

Gubernur menyatakan persetujuan terhadap
Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 paling lama 20 (dua puluh) hari
setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah.

Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas
Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi
Peraturan Daerah paling lama 20 (dua puluh) hari.

Dalam  hal Gubernur menolak  memberikan
persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan
Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan
tidak dapat diajukan kembali dalam waktu 5 (lima)
tahun setelah penolakan oleh Gubernur.

Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan
atau tidak memberikan penolakan  terhadap
Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud dalam
Pasal 15 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bupati/Walikota dapat mengesahkan
Rancangan Peraturan Daerah tersebut serta sekretaris
daerah mengundangkannya dalam Lembaran Daerah.

(5) Dalam . . .
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(5) Dalam hal Bupati/Walikota tidak menetapkan
Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh
Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah tersebut
dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah
tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku
dengan sendirinya.

Pasal 17

(1) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang
pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan
perubahan status Desa menjadi kelurahan atau
kelurahan menjadi Desa diundangkan setelah
mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode
Desa dari Menteri.

(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas
wilayah Desa.

BAB IV
KEWENANGAN DESA

Pasal 18

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang
penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pasal 19
Kewenangan Desa meliputi:
a. kewenangan berdasarkan hak asal usul,;
b. kewenangan lokal berskala Desa;

c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota; dan

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 20 . ..
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Pasal 20

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus
oleh Desa.

Pasal 21

Pelaksanaan  kewenangan yang  ditugaskan dan
pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf ¢ dan huruf d diurus oleh Desa.

Pasal 22

(1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa.

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai biaya.

BAB V
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 23
Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah
Desa.
Pasal 24
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

a. kepastian hukum;

b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
c. tertib kepentingan umum,;

d. keterbukaan;

e. proporsionalitas;

f. profesionalitas;

g. akuntabilitas . . .
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akuntabilitas;

efektivitas dan efisiensi;

kearifan lokal,

keberagaman; dan

partisipatif.

Bagian Kesatu
Pemerintah Desa

Pasal 25

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut
dengan nama lain.

Bagian Kedua
Kepala Desa

Pasal 26

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan
Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat
Desa.

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

a.
b.

C.

memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan
Aset Desa;

menetapkan Peraturan Desa;

menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa;

membina kehidupan masyarakat Desa;

membina ketenteraman dan ketertiban
masyarakat Desa;

h. membina . . .
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membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian
skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat Desa;

mengembangkan sumber pendapatan Desa;

mengusulkan dan menerima pelimpahan
sebagian kekayaan negara guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa;

mengembangkan  kehidupan  sosial budaya
masyarakat Desa;

memanfaatkan teknologi tepat guna;
mengoordinasikan Pembangunan Desa secara
partisipatif;

mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

a.

b.

mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja
Pemerintah Desa;

mengajukan rancangan dan menetapkan
Peraturan Desa;

menerima penghasilan tetap setiap bulan,
tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah,
serta mendapat jaminan kesehatan;

mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan
yang dilaksanakan; dan

memberikan mandat pelaksanaan tugas dan
kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

(4) Dalam . . .
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(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

a.

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Bhinneka Tunggal Ika;

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

memelihara ketenteraman dan ketertiban
masyarakat Desa;

menaati dan menegakkan peraturan perundang-
undangan;

melaksanakan kehidupan demokrasi dan
berkeadilan gender;

melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa
yang akuntabel, transparan, profesional, efektif
dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi,
korupsi, dan nepotisme;

menjalin kerja sama dan koordinasi dengan
seluruh pemangku kepentingan di Desa;

menyelenggarakan administrasi Pemerintahan
Desa yang baik;

mengelola Keuangan dan Aset Desa;

melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Desa;

menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;

mengembangkan perekonomian masyarakat
Desa;

. membina dan melestarikan nilai sosial budaya

masyarakat Desa;

memberdayakan  masyarakat dan  lembaga
kemasyarakatan di Desa;

mengembangkan potensi sumber daya alam dan
melestarikan lingkungan hidup; dan

memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 27 . ..
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Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala
Desa wajib:

a.

(1)

(2)

menyampaikan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran
kepada Bupati/Walikota;

menyampaikan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada
Bupati/Walikota;

memberikan laporan keterangan penyelenggaraan
pemerintahan  secara  tertulis kepada  Badan
Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
dan

memberikan dan/atau menyebarkan informasi
penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada
masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 28

Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan
Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran
lisan dan/atau teguran tertulis.

Dalam hal sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan
tindakan pemberhentian sementara dan dapat
dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 29

Kepala Desa dilarang:

a.

b.

merugikan kepentingan umum;

membuat keputusan yang menguntungkan diri
sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau
golongan tertentu,;

menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau
kewajibannya;

d. melakukan . . .
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melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga
dan/atau golongan masyarakat tertentu;

melakukan  tindakan  meresahkan = sekelompok
masyarakat Desa;

melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima
uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang
dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang
akan dilakukannya;

menjadi pengurus partai politik;

menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi
terlarang;

merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota
Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan
Perwakilan = Rakyat Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Daerah  Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan
jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan
perundangan-undangan;

ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye
pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

melanggar sumpah/janji jabatan; dan

meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja
berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak
dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 30

Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif
berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Dalam hal sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan
tindakan pemberhentian sementara dan dapat
dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian . . .
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Bagian Ketiga
Pemilihan Kepala Desa

Pasal 31

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak
di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan
kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara
serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan
Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan
kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa
jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan
sebelum masa jabatannya berakhir.

Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia
pemilihan Kepala Desa.

Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.

Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa,
lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat
Desa.

Pasal 33

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a.
b.

warga negara Republik Indonesia;

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. memegang . . .
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memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan  Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal
Ika;

berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah
pertama atau sederajat;

berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada
saat mendaftar;

bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di
Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum
pendaftaran;

tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah
selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan
secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang
bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai
pelaku kejahatan berulang-ulang;

tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap;

berbadan sehat;

tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali
masa jabatan; dan

. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 34
Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.

Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(3) Pemilihan . . .
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Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap
pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.

Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk
panitia pemilihan Kepala Desa.

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) bertugas mengadakan penjaringan dan
penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan
yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara,
menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan
melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada
Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah
Kabupaten/Kota.

Pasal 35

Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan
Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau
sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.

(1)

(2)

(3)

Pasal 36

Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia
pemilihan Kepala Desa.

Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada
masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan
kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai
dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37 . ..
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Pasal 37

Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah
calon yang memperoleh suara terbanyak.

Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon
Kepala Desa terpilih.

Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama
calon Kepala Desa terpilih kepada Badan
Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari
setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh)
hari setelah menerima laporan panitia pemilihan
menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih
kepada Bupati/Walikota.

Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa
terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi
Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari
panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk
keputusan Bupati/Walikota.

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala
Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan
perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (5).

Pasal 38
Calon Kepala  Desa  terpilih dilantik  oleh
Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling
lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan
keputusan Bupati/Walikota.

Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih
bersumpah /berjanji.

(3) Sumpah . . .
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Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa
saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala
Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan
seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam
mengamalkan dan mempertahankan Pancasila
sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan
menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
serta melaksanakan segala peraturan perundang-
undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi
Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia”.

Pasal 39

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam)
tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa
jabatan secara berturut-turut atau tidak secara
berturut-turut.

Bagian Keempat
Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 40
Kepala Desa berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.

Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c karena:

a. berakhir masa jabatannya;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap secara
berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

c. tidak . ..
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c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala
Desa; atau

d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.

(3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh
Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa
yang diancam dengan pidana penjara paling singkat
S (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 42

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh
Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka
dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau
tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 43

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan
oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai
terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 44

(1) Kepala Desa yang  diberhentikan  sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42
setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti
tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama
30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan
pengadilan diterima oleh Kepala Desa,
Bupati/Walikota merehabilitasi dan mengaktifkan
kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai
Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

(2) Apabila . . .
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(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir

masa jabatannya, Bupati/Walikota harus
merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang
bersangkutan.

Pasal 45

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42,
sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban
Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 46

(1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang
diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota
mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala
Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.

(2) Penjabat Kepala Desa  melaksanakan  tugas,
wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 47

(1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang
diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota
mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala
Desa.

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban,
dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.

(3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

(4) Musyawarah . . .
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Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan
sejak Kepala Desa diberhentikan.

Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan
tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan
Kepala Desa yang diberhentikan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Perangkat Desa

Pasal 48

Perangkat Desa terdiri atas:

a.
b.

C.

(1)

(2)

(3)

(1)

sekretariat Desa;
pelaksana kewilayahan; dan

pelaksana teknis.

Pasal 49

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan
dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,
perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 50

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi
persyaratan:

a. berpendidikan . . .
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a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah
umum atau yang sederajat;

b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan
42 (empat puluh dua) tahun;

c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat
tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun
sebelum pendaftaran; dan

d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan
Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

Perangkat Desa dilarang:

a.
b.

0Q

merugikan kepentingan umum;

membuat keputusan yang menguntungkan diri
sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau
golongan tertentu,;

menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau
kewajibannya;

melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga
dan/atau golongan masyarakat tertentu,;

melakukan  tindakan  meresahkan  sekelompok
masyarakat Desa;

melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima
uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang
dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang
akan dilakukannya;

menjadi pengurus partai politik;

menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi
terlarang;

i. merangkap . . .
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merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota
Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan
jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan
perundangan-undangan;

ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye
pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

melanggar sumpah/janji jabatan; dan

meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari
kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak
dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 52

Perangkat Desa yang melanggar larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi
administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran
tertulis.

Dalam hal sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan
tindakan pemberhentian sementara dan dapat
dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 53
Perangkat Desa berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.

Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b. berhalangan tetap;

c. tidak . ..
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c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat
Desa; atau

d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa
setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama
Bupati/Walikota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian
perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam
Musyawarah Desa

Pasal 54

Musyawarah Desa merupakan forum
permusyawaratan  yang diikuti oleh Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang
bersifat strategis dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. penataan Desa;

b. perencanaan Desa;

c. kerja sama Desa;

d. rencana investasi yang masuk ke Desa;

e. pembentukan BUM Desa;

f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
g. kejadian luar biasa.

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam
1 (satu) tahun.

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa.

Bagian . . .
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Bagian Ketujuh
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 55

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

a.

b.

(1)

(2)

(3)

membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan
Desa bersama Kepala Desa;

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
Desa; dan

melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 56

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah  yang pengisiannya dilakukan secara
demokratis.

Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa
selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal
pengucapan sumpah /janji.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa
keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara
berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 57

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa
adalah:

a.

b.

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan  Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal
Ika;

berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau
sudah/pernah menikah;

d. berpendidikan . . .
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berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah
pertama atau sederajat;

bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;

bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan
Permusyawaratan Desa; dan

wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Pasal 58

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa
ditetapkan dengan jumlah gasal, paling
sedikit 5 (lima) orang dan ©paling banyak
9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah,
perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan
Desa.

Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan keputusan Bupati/Walikota.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum
memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara
bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu
oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Susunan kata sumpah/janji anggota Badan
Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa
saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota
Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-
baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa
saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan
mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan
perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang
berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia”.

Pasal 59 . ..
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Pasal 59

Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas
1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan
1 (satu) orang sekretaris.

Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota
Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam
rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan
secara khusus.

Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan
Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua
dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 60

Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata
tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 61

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

a.

mengawasi dan meminta keterangan tentang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada
Pemerintah Desa;

menyatakan pendapat atas penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa; dan

mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas
dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.

Pasal 62

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

a.
b.

C.

mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
mengajukan pertanyaan;

menyampaikan usul dan/atau pendapat;

d. memilih . . .
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memilih dan dipilih; dan
mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa.

Pasal 63

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

a.

a.

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan  Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal
Ika;

melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan
gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

menyerap, menampung, menghimpun, dan
menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;

mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan
pribadi, kelompok, dan/atau golongan;

menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat
masyarakat Desa; dan

menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja
dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 64
Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:
merugikan kepentingan umum, meresahkan
sekelompok masyarakat Desa, dan

mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat
Desa;

melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima
uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang
dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang
akan dilakukannya;

menyalahgunakan wewenang;

melanggar sumpah/janji jabatan;

e. merangkap . . .
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merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan
perangkat Desa;

merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan
perundangan-undangan;

sebagai pelaksana proyek Desa;
menjadi pengurus partai politik; dan/atau

menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi
terlarang.

Pasal 65

Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan
Desa sebagai berikut:

a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa
dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan
Desa;

b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa
dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit
2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan
Permusyawaratan Desa;

c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara
musyawarah guna mencapai mufakat;

d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai,
pengambilan keputusan dilakukan dengan cara
pemungutan suara,

e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam
huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh
paling sedikit 2 (satu perdua) ditambah 1 (satu)
dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan
Desa yang hadir; dan

f. hasil musyawarah Badan Permusyawaratan
Desa ditetapkan dengan keputusan Badan
Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen
musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan
Permusyawaratan Desa.

(2) Ketentuan . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan
Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedelapan
Penghasilan Pemerintah Desa

Pasal 66

Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh
penghasilan tetap setiap bulan.

Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari
dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten/Kota.

Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima
tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa.

Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh
jaminan  kesehatan dan dapat memperoleh
penerimaan lainnya yang sah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan
tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta
penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI . ..
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BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA

Pasal 67

(1) Desa berhak:

a.

C.

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai
sosial budaya masyarakat Desa;

menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa;
dan

mendapatkan sumber pendapatan.

(2) Desa berkewajiban:

a.

melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan,
serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka
kerukunan nasional dan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
Desa;

mengembangkan kehidupan demokrasi;

mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa;
dan

memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat Desa.

Pasal 68

(1) Masyarakat Desa berhak:

a.

b.

meminta dan mendapatkan informasi dari
Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan
Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

memperoleh pelayanan yang sama dan adil;

c. menyampaikan . . .
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menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan
atau tertulis secara bertanggung jawab tentang
kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan  pemberdayaan
masyarakat Desa;

memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
1. Kepala Desa;

2. perangkat Desa;

3. anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
4. anggota lembaga kemasyarakatan Desa.

mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari
gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

(2) Masyarakat Desa berkewajiban:

a.

b.

membangun diri dan memelihara lingkungan
Desa;

mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;

mendorong terciptanya situasi yang aman,
nyaman, dan tenteram di Desa;

memelihara dan mengembangkan nilai
permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan
kegotongroyongan di Desa; dan

berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

BAB VII
PERATURAN DESA

Pasal 69

(1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa,
peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan

Kepala Desa.

(2) Peraturan . . .
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Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilarang bertentangan dengan kepentingan umum
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi.

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah
dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang,
dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan
evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan
menjadi Peraturan Desa.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama
20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya
rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.

Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil
evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9),
Kepala Desa wajib memperbaikinya.

Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh)
hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk
melakukan koreksi.

Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil
evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku
dengan sendirinya.

Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan
kepada masyarakat Desa.

Masyarakat Desa berhak memberikan masukan
terhadap Rancangan Peraturan Desa.

Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa
diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa
oleh sekretaris Desa.

Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan
Peraturan Kepala Desa sebagai aturan
pelaksanaannya.

Pasal 70 . . .
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Pasal 70

Peraturan bersama Kepala Desa merupakan
peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari
2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama
antar-Desa.

Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan perpaduan
kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama
antar-Desa.

BAB VIII
KEUANGAN DESA DAN ASET DESA

Bagian Kesatu
Keuangan Desa

Pasal 71

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban
Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja,
pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 72

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha,
hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong
royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;

b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;

c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi
daerah Kabupaten/Kota;

d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari
dana perimbangan yang diterima
Kabupaten/Kota;

e. bantuan . . .
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e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah  Provinsi dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten /Kota;

f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari
pihak ketiga; dan

g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat
dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa
secara merata dan berkeadilan.

Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh
perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.

Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh
perseratus) dari dana perimbangan yang diterima
Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus.

Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala
Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada
perangkat Desa yang ditunjuk.

Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi
dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau
pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang
seharusnya disalurkan ke Desa.

Pasal 73

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas
bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan
bersama Badan Permusyawaratan Desa.

(3) Sesuai . . .
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Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun
dengan Peraturan Desa.

Pasal 74

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi
kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam
Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada
kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan
kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 75

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan
pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasakan
sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Aset Desa

Pasal 76

Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah
ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu,
bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil
pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa,
pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

(2) Aset . ..
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Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) antara lain:

a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan
sumbangan atau yang sejenis;

c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan
dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. hasil kerja sama Desa; dan

e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan
lainnya yang sah.

Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah
berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat
dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.

Kekayaan milik Desa yang Dberupa tanah
disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan
kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk
fasilitas umum.

Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti
status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Pasal 77

Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan
berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional,
kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas,
akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.

Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk
meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup
masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan
Desa.

(3) Pengelolaan . . .



(3)

PRESIDEN
REPLUBLIK INDONESIA

- 43 -

Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa
bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan
tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

PERDESAAN

Bagian Kesatu
Pembangunan Desa

Pasal 78

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui
pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana
dan prasarana Desa, pengembangan potensi
ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan.

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) mengedepankan kebersamaan,
kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna
mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan
keadilan sosial.

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 79

Pemerintah Desa menyusun perencanaan
Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya
dengan mengacu pada perencanaan pembangunan
Kabupaten/Kota.

Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka
meliputi:

a. Rencana . . .



(3)

(4)

()

(6)

(7)

(1)

(2)
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a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang
disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa,
merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan
Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan
Desa.

Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja
Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen
perencanaan di Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan
Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan
pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau
didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu
sumber masukan dalam perencanaan pembangunan
Kabupaten/Kota.

Pasal 80

Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan
mengikutsertakan masyarakat Desa.

Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
Desa wajib menyelenggarakan musyawarah
perencanaan Pembangunan Desa.

(3) Musyawarah . . .



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)
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Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa
menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya
masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan
Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap
kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

a. peningkatan kualitas dan akses terhadap
pelayanan dasar;

b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur
dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis
dan sumber daya lokal yang tersedia;

c. pengembangan ekonomi pertanian berskala
produktif;

d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat
guna untuk kemajuan ekonomi; dan

e. peningkatan kualitas ketertiban dan
ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan
kebutuhan masyarakat Desa.

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 81

Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan
Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan
melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan
semangat gotong royong.

Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam
Desa.

(4) Pembangunan . . .



(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)
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Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan
sendiri oleh Desa.

Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa
diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk
diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Paragraf 3
Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Pasal 82

Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi
mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan
Desa.

Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan
terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan
berbagai keluhan terhadap pelaksanaan
Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintah Desa wajib menginformasikan
perencanaan dan pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana
Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui
layanan informasi kepada umum dan
melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling
sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah
Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan
Pembangunan Desa.

Bagian Kedua
Pembangunan Kawasan Perdesaan
Pasal 83

Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan
perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota.

(2) Pembangunan . . .
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(3)

(4)
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Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan
dalam wupaya mempercepat dan meningkatkan
kualitas pelayanan, pembangunan, dan
pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan
Perdesaan melalui pendekatan pembangunan
partisipatif.

Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:

a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa
dalam rangka penetapan kawasan pembangunan
sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;

b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat perdesaan;

c. pembangunan infrastruktur, peningkatan
ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi
tepat guna; dan

d. pemberdayaan masyarakat Desa untuk
meningkatkan akses terhadap pelayanan dan
kegiatan ekonomi.

Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan
dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh
Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 84

Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait
dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa
wajib melibatkan Pemerintah Desa.

Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan
pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan
Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah
Desa.

(3) Pengaturan . . .
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(1)

(2)
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Pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan,
pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan,
pemanfaatan, dan pendayagunaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 85

Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan
kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau
BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat
Desa.

Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak
ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya
alam dan sumber daya = manusia serta
mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat
Desa.

Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala
lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada
Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Bagian Ketiga

Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan

(1)

(2)

(3)

Kawasan Perdesaan

Pasal 86

Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui
sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah  dan Pemerintah Daerah  wajib
mengembangkan sistem informasi Desa dan
pembangunan Kawasan Perdesaan.

Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan
perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya
manusia.

(4) Sistem . . .
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Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan
Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang
berkaitan dengan Pembangunan Desa dan
pembangunan Kawasan Perdesaan.

Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat
diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku
kepentingan.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan
informasi perencanaan pembangunan
Kabupaten/Kota untuk Desa.

BAB X
BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 87

Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa
yang disebut BUM Desa.

BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan
dan kegotongroyongan.

BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang
ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah
Desa.

Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 89

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

a. pengembangan usaha; dan

b. Pembangunan . . .
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b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa,
dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin
melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana
bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa.

Pasal 90

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah
Daerah  Kabupaten/Kota, @dan Pemerintah Desa
mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;

b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar;
dan

c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan
sumber daya alam di Desa.

BAB XI
KERJA SAMA DESA

Pasal 91

Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain
dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.

Bagian Kesatu
Kerja Sama antar-Desa

Pasal 92
(1) Kerja sama antar-Desa meliputi:

a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh
Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya
saing;

b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan,
pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat
antar-Desa; dan/atau

c. bidang keamanan dan ketertiban.

(2) Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan
Bersama  Kepala Desa melalui kesepakatan
musyawarah antar-Desa.

(3) Kerja . . .
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Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan
kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui
Peraturan Bersama Kepala Desa.

Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan:

a. pembentukan lembaga antar-Desa;

b. pelaksanaan program Pemerintah dan
Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan
melalui skema kerja sama antar-Desa;

c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan
program pembangunan antar-Desa;

d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan
Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan;

e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah
tempat Desa tersebut berada; dan

f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan
melalui kerja sama antar-Desa.

Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa,
badan kerja sama antar-Desa dapat membentuk
kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.

Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk
BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau
lebih.

Bagian Kedua
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Pasal 93
Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan
untuk mempercepat dan meningkatkan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan
Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam
Musyawarah Desa.

BAB XII . . .
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BAB XII

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

ADAT DESA

Bagian Kesatu
Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 94

Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan
Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan
Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Lembaga  kemasyarakatan Desa  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah
partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra
Pemerintah Desa.

Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan
pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta
merencanakan dan melaksanakan pembangunan,
serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber
dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga
non-Pemerintah wajib memberdayakan dan
mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang
sudah ada di Desa.

Bagian Kedua
Lembaga Adat Desa

Pasal 95

Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat
membentuk lembaga adat Desa.

Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan
fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan
asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas
prakarsa masyarakat Desa.

(3) Lembaga . . .



(3)
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Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan
sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan,
dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud
pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

BAB XIII
KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT

Bagian Kesatu
Penataan Desa Adat

Pasal 96

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan
masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa
Adat.

(1)

(2)

Pasal 97

Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 96 memenuhi syarat:

a.

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak
tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik
yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang
bersifat fungsional,

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak
tradisionalnya dipandang sesuai dengan
perkembangan masyarakat; dan

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak
tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak
tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki
wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu
atau gabungan unsur adanya:

a.

masyarakat yang warganya memiliki perasaan
bersama dalam kelompok;

b. pranata . . .
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b. pranata pemerintahan adat;
c. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
d. perangkat norma hukum adat.

Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak
tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan
masyarakat apabila:

a. keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-
undang yang berlaku sebagai pencerminan
perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam
masyarakat dewasa ini, baik undang-undang
yang bersifat umum maupun bersifat sektoral;
dan

b. substansi hak tradisional tersebut diakui dan
dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang
bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas
serta tidak bertentangan dengan hak asasi
manusia.

Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak
tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat
hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah
kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:

a. tidak mengancam kedaulatan dan integritas
Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

b. substansi norma hukum adatnya sesuai dan
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 98

Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota.

(2) Pembentukan . . .
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Pembentukan Desa Adat setelah penetapan Desa
Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta
pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana
prasarana pendukung.

Pasal 99

Penggabungan Desa Adat dapat dilakukan atas
prakarsa dan kesepakatan antar-Desa Adat.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi
pelaksanaan penggabungan Desa Adat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 100

Status Desa dapat diubah menjadi Desa Adat,
kelurahan dapat diubah menjadi Desa Adat, Desa
Adat dapat diubah menjadi Desa, dan Desa Adat
dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan
prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui
Musyawarah Desa dan disetujui oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hal Desa diubah menjadi Desa Adat,
kekayaan Desa beralih status menjadi kekayaan
Desa Adat, dalam hal kelurahan berubah menjadi
Desa Adat, kekayaan kelurahan beralih status
menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal Desa Adat
berubah menjadi Desa, kekayaan Desa Adat beralih
status menjadi kekayaan Desa, dan dalam hal Desa
Adat berubah menjadi kelurahan, kekayaan Desa
Adat beralih status menjadi kekayaan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 101

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat
melakukan penataan Desa Adat.

(2) Penataan . . .
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(2) Penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

(3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disertai lampiran peta batas wilayah.

Pasal 102

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 101 ayat (2) berpedoman pada ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 14,
Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17.

Bagian Kedua
Kewenangan Desa Adat

Pasal 103

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan
berdasarkan susunan asli;

b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;

penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat
yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras
dengan prinsip hak asasi manusia dengan
mengutamakan penyelesaian secara musyawarah,;

e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa
Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban
masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang
berlaku di Desa Adat; dan

g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan
kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Pasal 104 . ..
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Pasal 104

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan berskala lokal Desa Adat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b serta
Pasal 103 diatur dan diurus oleh Desa Adat dengan
memperhatikan prinsip keberagaman.

Pasal 105

Pelaksanaan  kewenangan yang  ditugaskan dan
pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf ¢ dan huruf d diurus oleh Desa Adat.

Pasal 106

(1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah kepada Desa Adat meliputi penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan Pembangunan
Desa Adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat,
dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat.

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan biaya.

Bagian Ketiga
Pemerintahan Desa Adat

Pasal 107

Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan
hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih
hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat
dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pasal 108 . ..
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Pasal 108

Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi
permusyawaratan dan Musyawarah Desa Adat sesuai
dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru
sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat.

Pasal 109

Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa
jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat
ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi.

Bagian Keempat
Peraturan Desa Adat

Pasal 110

Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat
dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

(1) Ketentuan khusus tentang Desa Adat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 110
hanya berlaku untuk Desa Adat.

(2) Ketentuan tentang Desa berlaku juga untuk Desa
Adat sepanjang tidak diatur dalam ketentuan khusus
tentang Desa Adat.

BAB X1V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 112

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan
mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Pemerintah . . .
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Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat
mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada
perangkat daerah.

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
memberdayakan masyarakat Desa dengan:

a. menerapkan hasil pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna,
dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan
pertanian masyarakat Desa;

b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan
masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan,
dan penyuluhan; dan

c. mengakui dan memfungsikan institusi asli
dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan
pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan,
dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan
Perdesaan.

Pasal 113

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112
ayat (1) meliputi:

a.

b.

memberikan pedoman dan standar pelaksanaan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan
dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa;

memberikan  penghargaan, pembimbingan, dan
pembinaan kepada lembaga masyarakat Desa;

memberikan pedoman penyusunan perencanaan
pembangunan partisipatif;

memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat
Desa;

f. memberikan . . .
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memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan
Permusyawaratan Desa, dan lembaga
kemasyarakatan,;

memberikan  penghargaan atas prestasi yang
dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga
kemasyarakatan Desa;

menetapkan bantuan keuangan langsung kepada
Desa;

melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada
aparatur Pemerintahan Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa;

melakukan  penelitian tentang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa di Desa tertentu;

mendorong percepatan pembangunan perdesaan;

memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka
penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai
Desa; dan

menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi
BUM Desa dan lembaga kerja sama Desa.

Pasal 114

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

a.

melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota
dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota yang mengatur Desa;

melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka
pemberian alokasi dana Desa;

melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala
Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan
Desa, dan lembaga kemasyarakatan;

melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan
Desa;

e. melakukan . . .
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melakukan pembinaan upaya percepatan
Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan,
bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;

melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang
tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;

melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang
dilaksanakan oleh Desa;

melakukan pembinaan dan pengawasan atas
penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan
Desa;

melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota
dalam rangka penataan wilayah Desa;

membantu Pemerintah dalam rangka penentuan
kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan

membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM
Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar-
Desa.

Pasal 115

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh
Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

a.

memberikan pedoman  pelaksanaan penugasan
urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh
Desa;

memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa
dan Peraturan Kepala Desa;

memberikan pedoman penyusunan perencanaan
pembangunan partisipatif;

melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan
Desa;

melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;

f. menetapkan . . .
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menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan
untuk Desa;

mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan
pendayagunaan Aset Desa;

melakukan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi
Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa,
lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;

memberikan penghargaan atas prestasi yang
dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga
kemasyarakatan, dan lembaga adat;

melakukan upaya percepatan pembangunan
perdesaan;

melakukan wupaya percepatan Pembangunan Desa
melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan,
dan bantuan teknis;

. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan

lembaga kerja sama antar-Desa; dan

memberikan sanksi atas penyimpangan yang
dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 116

Desa yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini
berlaku tetap diakui sebagai Desa.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan
Peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa
Adat di wilayahnya.

(3) Penetapan . . .
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Penetapan Desa dan Desa Adat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun
sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini
berlaku, Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota
bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi
Aset Desa.

Pasal 117

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada
wajib menyesuaikannya dengan ketentuan dalam
Undang-Undang ini.

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 118

Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini
tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.

Periodisasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti
ketentuan Undang-Undang ini.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada
pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis
masa keanggotaanya.

Periodisasi keanggotaan Badan Permusyawaratan
Desa mengikuti ketentuan Undang-Undang ini.

Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri
sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa
tugasnya.

Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai
negeri sipil melaksanakan tugasnya = sampai
ditetapkan penempatannya yang diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

BAB XVI . ..
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BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan secara langsung dengan Desa wajib
mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan
ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 120

(1) Semua peraturan pelaksanaan tentang Desa yang
selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang ini.

(2) Peraturan Pemerintah sebagai peraturan
pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan
paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-
Undang ini diundangkan.

Pasal 121

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 200
sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 122

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . ..



PRESIDEN
REPLUBLIK INDONESIA

- 65 -

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
DESA

UMUM

1.

Dasar Pemikiran

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara
Kesatuan  Republik Indonesia  terbentuk. Sebagai  bukti
keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan
bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250
“Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti
desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di
Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai
susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah
yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati
kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan
negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak
asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib
tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut
dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri
bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada
bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu
negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara
Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan
jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Dalam . . .
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Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama
lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18
ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-
undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka
kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem
pemerintahan Indonesia.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat
hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2)
yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang
diatur dalam undang-undang”.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa
pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965
tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat
Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik
Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum
dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat
Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh
puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan.
Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama
antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat,
demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta

kemajuan . . .
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kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan
kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya
yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat
konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan
ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan
pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun
demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai
pengaturan hak wulayat merujuk pada ketentuan peraturan
perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community
dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat
hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa,
ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa
Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama.
Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-
usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat,
pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat,
pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum
adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan
susunan asli.

Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa,
pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari
pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan
Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa
Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola
penyelenggaraan  pemerintahan  yang  efektif, pelaksanaan
pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat
dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Dalam status yang
sama seperti itu, Desa dan Desa Adat diatur secara tersendiri dalam
Undang-Undang ini.

Menteri yang menangani Desa saat ini adalah Menteri Dalam Negeri.
Dalam kedududukan ini Menteri Dalam Negeri menetapkan
pengaturan umum, petunjuk teknis, dan fasilitasi mengenai
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa.

2. Tujuan . ..
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2. Tujuan dan Asas Pengaturan
a. Tujuan Pengaturan

Pemerintah negara Republik Indonesia dibentuk untuk
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional telah menetapkan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang merupakan
penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara

Indonesia. Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional

dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju,

mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan
yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan
pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan
sejahtera. Dengan demikian, tujuan ditetapkannya pengaturan

Desa dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih

lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang
sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah
terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas
Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi
mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;

3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya
masyarakat Desa;

4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat
Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna
kesejahteraan bersama;

5) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien
dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;

6) meningkatkan . . .
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meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat
Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa
guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu
memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan
nasional;

memajukan  perekonomian masyarakat Desa  serta
mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek
pembangunan.

Asas Pengaturan

Asas pengaturan dalam Undang-Undang ini adalah:

1)
2)

3)

rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal
dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan
masyarakat Desa;

keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap
sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan
tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara;

kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan
bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara
kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa
dalam membangun Desa;

kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong
untuk membangun Desa;

kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa
sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar
masyarakat Desa;

musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang
menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi
dengan berbagai pihak yang berkepentingan;

demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa
dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh
masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat
Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;

9) kemandirian . . .
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9) kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh
Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan
suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya
dengan kemampuan sendiri;

10) partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;

11) kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;

12) pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan
kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan

13) keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara
terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam
merencanakan dan melaksanakan program pembangunan
Desa.

3. Materi Muatan

Undang-Undang ini menegaskan bahwa  penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka
Tunggal Ika.

Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan,
Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa,
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan
Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa,
Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan
Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa
dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Selain
itu, Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus
yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam
Bab XIII.

4. Desa dan Desa Adat

Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik
yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat
atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang
berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya
pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan
sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.

Desa . ..
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Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi
kepemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-
temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan
masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan
kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki
hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak
Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah
masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum
adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas
budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan
hak asal usul.

Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk
berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau
gabungan genealogis dengan teritorial. Yang diatur dalam Undang-
Undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang
merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. Dalam kaitan
itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari kesatuan
masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti huta/nagori di
Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di
Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa
pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di
Kalimantan, dan negeri di Maluku.

Di dalam perkembangannya, Desa Adat telah berubah menjadi lebih
dari 1 (satu) Desa Adat; 1 (satu) Desa Adat menjadi Desa; lebih dari
1 (satu) Desa Adat menjadi Desa; atau 1 (satu) Desa Adat yang juga
berfungsi sebagai 1 (satu) Desa/kelurahan. Oleh karena itu,
Undang-Undang ini memungkinkan perubahan status dari Desa
atau kelurahan menjadi Desa Adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia atas prakarsa masyarakat. Demikian
pula, status Desa Adat dapat berubah menjadi Desa/kelurahan atas
prakarsa masyarakat.

Penetapan . . .
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Penetapan Desa Adat untuk pertama kalinya berpedoman pada
ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Bab XIII Undang-
Undang ini. Pembentukan Desa Adat yang baru berpedoman pada
ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab III Undang-Undang ini.

Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud di atas, yang menjadi
acuan utama adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia yaitu:

a. Putusan Nomor 010/PUU-1/2003 perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;

b. Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual
Di Provinsi Maluku;

c. Putusan Nomor 6/PUU-V1/2008 perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
dan

d. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Namun demikian, karena kesatuan masyarakat hukum adat yang

ditetapkan menjadi Desa Adat melaksanakan fungsi pemerintahan

(local self government) maka ada syarat mutlak yaitu adanya wilayah

dengan batas yang jelas, adanya pemerintahan, dan perangkat lain

serta ditambah dengan salah satu pranata lain dalam kehidupan
masyarakat hukum adat seperti perasaan bersama, harta kekayaan,
dan pranata pemerintahan adat.

5. Kelembagaan Desa

Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kelembagaan
Desa/Desa Adat, yaitu lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang
terdiri atas  Pemerintah  Desa/Desa Adat dan  Badan
Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa,
dan lembaga adat.

Kepala . . .
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Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain
merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau
yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam
kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat
dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dengan
posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang Kepala
Desa/Desa Adat adalah:
a. sebutan Kepala Desa/Desa Adat disesuaikan dengan sebutan
lokal;
b. Kepala Desa/Desa Adat berkedudukan sebagai kepala
Pemerintah Desa/Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat;
c. Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh
masyarakat setempat, kecuali bagi Desa Adat dapat
menggunakan mekanisme lokal; dan
d. pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak
menggunakan basis partai politik sehingga Kepala Desa dilarang
menjadi pengurus partai politik.
Mengingat kedudukan, kewenangan, dan Keuangan Desa yang
semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan
lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan
keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga
Desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang dalam
kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan
kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus
mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga
Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat menjatuhkan Kepala
Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat Desa.

6. Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan . ..
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Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan
di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai
kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya
meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat
kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan
masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan
Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah
Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah
Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati
hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang
dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar
oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam
menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

7. Peraturan Desa

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan
kerangka hukum dan kebijakan dalam  penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa.

Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai

kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk

hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan

yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan

umum, yaitu:

terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;

terganggunya akses terhadap pelayanan publik;

terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;

terganggunya = kegiatan ekonomi  untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Desa; dan

e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras,
antargolongan, serta gender.

Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara

demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya

mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa

mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan

kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam

proses penyusunan Peraturan Desa.

oo

Peraturan . ..
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Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak
asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya
diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa
dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa
setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan
masyarakat Desa.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa
yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban
mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai
dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi
pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain
Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat Desa juga mempunyai
hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif
terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.

Jenis peraturan yang ada di Desa, selain Peraturan Desa adalah
Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.

8. Pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa
warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan
dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal
pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali
masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-
turut. Sedangkan pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa
Adat berlaku ketentuan hukum adat di Desa Adat sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah.

Khusus mengenai pemilihan Kepala Desa dalam Undang-Undang ini
diatur agar dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah
Kabupaten/Kota dengan maksud untuk menghindari hal negatif
dalam pelaksanaannya.

Pemilihan . . .
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Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah
Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sehingga
dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan pemilihan Kepala Desa
secara serentak, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai
pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti dan diberhentikan
sebelum habis masa jabatan.

Jabatan Kepala Desa Adat diisi berdasarkan ketentuan yang berlaku
bagi Desa Adat. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa
Adat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan
penjabat yang berasal dari masyarakat Desa Adat yang
bersangkutan.

9. Sumber Pendapatan Desa

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas
pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah
Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat
dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta
hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan
keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut
diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber
pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari
Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan
kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan
logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat,
serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi
Dana Desa.

Alokasi . ..
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Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat
dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa
secara merata dan berkeadilan.

Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar,
pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi
ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan
secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang ini menggunakan
2 (dua) pendekatan, yaitu ‘Desa membangun’ dan ‘membangun Desa’
yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan
pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada
perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana
Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen
perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa
diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program,
kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa,
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan
masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong
royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam
Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa
diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan
rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan
informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan
pelaksanaan Pembangunan Desa.

Sejalan . . .
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Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, perlu
dilakukan pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan
Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan
antar-Desa dalam satu Kabupaten/Kota sebagai upaya mempercepat
dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan
pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui
pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan
pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa

Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa, seperti rukun
tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang
taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut
dengan nama lain. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas
membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam
memberdayakan masyarakat Desa.

Lembaga kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi
masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan,
kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya
demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta
menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam
kegiatan pembangunan.

Lembaga Adat Desa

Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia merupakan pusat kehidupan masyarakat yang
bersifat mandiri. Dalam kesatuan masyarakat hukum adat tersebut
dikenal adanya lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang di
dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam eksistensinya, masyarakat
hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta
kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan
berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai
permasalahan kehidupan masyarakat Desa berkaitan dengan adat
istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat Desa
merupakan mitra Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya dalam
memberdayakan masyarakat Desa.

13. Ketentuan . . .
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13. Ketentuan Khusus

Khusus bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua
Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan
kebijakan mengenai pengaturan Desa di samping memperhatikan
ketentuan dalam Undang-Undang ini juga memperhatikan:

a.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-
Undang; dan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Desa yang berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota dibentuk
dalam sistem pemerintahan negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6

Ketentuan ini untuk mencegah terjadinya tumpang tindih
wilayah, kewenangan, duplikasi kelembagaan antara Desa dan
Desa Adat dalam 1 (satu) wilayah maka dalam 1 (satu) wilayah
hanya terdapat Desa atau Desa Adat.

Untuk . ..
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Untuk yang sudah terjadi tumpang tindih antara Desa dan Desa
Adat dalam 1 (satu) wilayah, harus dipilih salah satu jenis Desa
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “perubahan status” adalah
perubahan dari Desa menjadi kelurahan dan
perubahan kelurahan menjadi Desa serta perubahan
Desa Adat menjadi Desa.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “penetapan Desa Adat”
adalah penetapan kesatuan masyarakat hukum adat
dan Desa Adat yang telah ada untuk yang pertama
kali oleh Kabupaten/Kota menjadi Desa Adat dengan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Pasal 8
Ayat (1)
Pembentukan Desa dapat berupa:
a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa
atau lebih;
b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding
menjadi 1 (satu) Desa; atau
c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa
baru.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4) . . .
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Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 9
Yang dimaksud dengan “program nasional yang strategis“ adalah
antara lain program pembuatan waduk atau bendungan yang
meliputi seluruh wilayah Desa.

Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “menjadi beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota” adalah
termasuk untuk memberikan dana purnatugas (pesangon)
bagi Kepala Desa dan perangkat Desa yang diberhentikan
sebagai akibat perubahan status Desa menjadi kelurahan.
Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “mengubah status kelurahan
menjadi Desa” adalah perubahan status kelurahan menjadi
Desa atau kelurahan sebagian menjadi Desa dan sebagian
tetap menjadi kelurahan. Hal tersebut dilakukan dalam
jangka waktu tertentu untuk menyesuaikan adanya
kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat
perdesaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13 . ..
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Yang dimaksud dengan “kawasan yang bersifat khusus dan
strategis” seperti kawasan terluar dalam wilayah perbatasan
antarnegara, program transmigrasi, dan program lain yang
dianggap strategis.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pasal 18

Pembuatan peta batas wilayah Desa harus menyertakan
instansi teknis terkait.

Yang dimaksud dengan “hak asal usul dan adat istiadat Desa”
adalah hak yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
kehidupan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak asal usul” adalah hak yang
merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa
atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan
perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem
organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan
hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam
kehidupan masyarakat Desa.

Hurufb. ..
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Huruf b
Yang dimaksud dengan “kewenangan lokal berskala Desa”
adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh
Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau
yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa
masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar
Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi
lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan
belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan
Desa.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a
Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas
dalam negara hukum yang mengutamakan landasan
peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan
dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara
pemerintahan” adalah asas yang menjadi landasan
keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam
pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.

Hurufc. ..
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Huruf c
Yang dimaksud dengan “tertib kepentingan umum” adalah
asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan
cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang
membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak
diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa
dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas
yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah asas yang
mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir
kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah asas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan
harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan
masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah asas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan
harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.
Hurufi

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang
menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus
memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat
Desa.

Hurufj . ..
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Huruf j
Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah
penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh
mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

Huruf k
Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah
penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang

mengikutsertakan  kelembagaan Desa dan  unsur
masyarakat Desa.

Pasal 25
Penyebutan nama lain untuk Kepala Desa dan perangkat Desa
dapat menggunakan penyebutan di daerah masing-masing.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala
Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang
dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29 . ..
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Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada
Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan
Kepala Desa tembusannya  disampaikan kepada
Bupati/Walikota.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh
keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh
masyarakat lainnya.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6) . . .
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Ayat (6)
Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota adalah untuk pengadaan surat suara,
kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium
panitia, dan biaya pelantikan.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Yang dimaksud dengan “terhitung sejak tanggal pelantikan”
adalah seseorang yang telah dilantik sebagai Kepala Desa maka
apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis
masa jabatannya dianggap telah menjabat satu periode masa
jabatan 6 (enam) tahun.

Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi
kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali
masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat
2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan
kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . ..



Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45
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Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “berakhir masa jabatannya”
adalah apabila seorang Kepala Desa yang telah
berakhir masa jabatannya 6 (enam) tahun terhitung
tanggal pelantikan harus diberhentikan. Dalam hal
belum ada calon terpilih dan belum dapat
dilaksanakan pemilihan, diangkat penjabat.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan
tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap”
adalah apabila Kepala Desa menderita sakit yang
mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak
berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan
surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau
tidak diketahui keberadaannya.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Pasal 46 . ..
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Pasal 46
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tidak lebih dari 1 (satu) tahun”
adalah 1 (satu) tahun atau kurang.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “musyawarah Desa” adalah
musyawarah  yang  diselenggarakan oleh  Badan
Permusyawaratan Desa khusus untuk pemilihan Kepala
Desa antarwaktu (bukan musyawarah Badan
Permusyawaratan Desa), yaitu mulai dari penetapan calon,
pemilihan calon, dan penetapan calon terpilih.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui
Musyawarah Desa terhitung sejak yang bersangkutan
dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Camat” adalah Camat atau yang
disebut dengan nama lain.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51 ...
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Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Ayat (1)
Musyawarah Desa merupakan forum pertemuan dari
seluruh pemangku kepentingan yang ada di Desa,
termasuk masyarakatnya, dalam rangka menggariskan hal
yang dianggap penting dilakukan oleh Pemerintah Desa
dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat Desa.
Hasil ini menjadi pegangan bagi perangkat Pemerintah
Desa dan lembaga lain dalam pelaksanaan tugasnya.
Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” adalah antara
lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh
pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan,
kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok
masyarakat miskin.
Ayat (2)
Huruf a
Dalam hal penataan Desa, Musyawarah Desa hanya
memberikan pertimbangan dan masukan kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4) . ..
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Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dilakukan secara demokratis”
adalah dapat diproses melalui proses pemilihan secara
langsung dan melalui proses musyawarah perwakilan.

Ayat (2)
Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa
terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah /janji.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Huruf a

Yang dimaksud dengan “meminta keterangan” adalah
permintaan yang bersifat informasi tentang
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat Desa, bukan dalam rangka

laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 62 . ..
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Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa
dan perangkat Desa diintegrasikan dengan jaminan
pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebelum program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
menjangkau ke tingkat Desa, jaminan kesehatan dapat
dilakukan melalui kerja sama Kabupaten/Kota dengan
Badan Usaha Milik Negara atau dengan memberikan kartu
jaminan kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah masing-masing yang diatur dengan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70 . ..
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Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pendapatan asli Desa”
adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan
Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan
skala lokal Desa.
Yang dimaksud dengan “hasil usaha” termasuk juga
hasil BUM Desa dan tanah bengkok.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “Anggaran bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut”
adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan
Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran
pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan
masyarakat, dan kemasyarakatan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “lain-lain pendapatan Desa
yang sah” adalah antara lain pendapatan sebagai
hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan
perusahaan yang berlokasi di Desa.
Ayat (2)

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung
ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan
di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Anggaran . . .
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Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dan
dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk,
angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan
geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan
pemerataan pembangunan Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pasal 73

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Dalam penetapan belanja Desa dapat dialokasikan insentif
kepada rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dengan
pertimbangan bahwa RT dan RW walaupun sebagai
lembaga kemasyarakatan, RT dan RW membantu
pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan
pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat
Desa.

Ayat (2)

Pasal 75

Yang dimaksud dengan “tidak terbatas” adalah kebutuhan
pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan
masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan primer” adalah
kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

Yang dimaksud dengan “pelayanan dasar” adalah antara
lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2) . ..
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L

{‘-_‘g@"’ﬁ(

Py

%, <E

PRESIDEN

REPLUBLIK INDONESIA

-31 -

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan

“sumbangan”

adalah

termasuk tanah wakaf sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Ayat (3)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84 . ..
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Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk
mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan
perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan
sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa.

BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan
badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau
koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu
badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan
kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan
fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan
ekonomi lainnya.

Dalam  meningkatkan sumber pendapatan Desa,
BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala
lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan
dana bergulir dan simpan pinjam.

BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi
pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk
mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.
BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha
dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal
kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan
baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa
mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Pasal 88 . . .
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Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah termasuk
penyediaan sumber daya manusia pendamping dan
manajemen.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan Desa Adat
yang sudah ada saat ini menjadi Desa Adat hanya dilakukan
untuk 1 (satu) kali.

Pasal 97
Ketentuan ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi,
yaitu:
a. Putusan Nomor 010/PUU-1/2003 perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten . . .
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Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;

b. Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota
Tual Di Provinsi Maluku;

c. Putusan Nomor 6/PUU-V1/2008 perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten
Banggai Kepulauan; dan

d. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pasal 98
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penetapan Desa Adat” adalah
penetapan untuk pertama kalinya.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Ayat (1)
Perubahan status Desa Adat menjadi kelurahan harus
melalui Desa, sebaliknya perubahan status kelurahan
menjadi Desa Adat harus melalui Desa.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Huruf a
Yang dimaksud dengan “susunan asli” adalah sistem
organisasi kehidupan Desa Adat yang dikenal di wilayah
masing-masing.

Hurufb. ..
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Huruf b
Yang dimaksud dengan “ulayat atau wilayah adat” adalah
wilayah kehidupan suatu kesatuan masyarakat hukum
adat.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Hurufe
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 104
Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Adat yang tidak boleh mendiskriminasi
kelompok masyarakat tertentu.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112 . ..
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Pasal 112
Ayat (1)
Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri
yang melakukan pembinaan umum penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal ini adalah Gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri
yang melakukan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal ini adalah Gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah termasuk
penyediaan sumber daya manusia pendamping dan
manajemen.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “pengawasan” adalah termasuk
di dalamnya pembatalan Peraturan Desa.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Hurufh ...
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Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.
Huruf j

Cukup jelas.
Huruf k

Cukup jelas.
Huruf1

Cukup jelas.
Huruf m

Cukup jelas
Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, sebelum Undang-Undang ini, yang diakui adalah
Desa. Oleh sebab itu, dengan berlakunya Undang-Undang
ini diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota untuk menata kembali status Desa
menjadi Desa atau Desa Adat dengan ketentuan tidak
boleh menambah jumlah Desa.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121 . ..



&;&‘t

e

2

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5495

BIDANG PJDIH - PUSAT HUKUM DAN HUMAS



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 114 TAHUN 2014

TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

11.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan  Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul dan adat istiadat Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan
Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan
nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

Pembangunan Desa adalah wupaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan desa.

Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan
di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa
dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan
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18.

19.
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22.

23.

24.

25.
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kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan
keadilan sosial.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan
data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan
berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap
kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi
sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan,
sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat
RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi
bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan
diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa,
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
atau perolehan hak lainnya yang syah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan
yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,

Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan
fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang
tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
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Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai
dengan  kewenangannya dengan mengacu pada  perencanaan
pembangunan Kabupaten/Kota.

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa
dengan semangat gotong royong.

Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
Pembangunan Desa.

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Desa
didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis
dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.

Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat didampingi oleh tenaga
pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau
pihak ketiga.

Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Pasal 3

Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(1)

BAB 1II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6
(enam) tahun; dan

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja
Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja
Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

Pasal 5

Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:

a. penyusunan RPJM Desa; dan
b. penyusunan RKP Desa.
RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan
Kepala Desa.

RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun
berjalan.

Bagian Kedua
Penyusunan RPJM Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan
pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), antara lain:
a. penetapan dan penegasan batas Desa;
pendataan Desa;
penyusunan tata ruang Desa;
penyelenggaraan musyawarah Desa;
pengelolaan informasi Desa;
penyelenggaraan perencanaan Desa;
penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;

B a0 o

penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan

e

j- kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:

a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan
lingkungan Desa antara lain:

1. tambatan perahu;

jalan pemukiman;

jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;

lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.

ous WL
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pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
kesehatan antara lain:

1. air bersih berskala Desa;

2. sanitasi lingkungan;

3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan

4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.

. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;

2. pendidikan anak usia dini;
3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai
kondisi Desa.
. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan,

pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara
lain:

1. pasar Desa;

pembentukan dan pengembangan BUM Desa;

penguatan permodalan BUM Desa;

pembibitan tanaman pangan;

penggilingan padi;

lumbung Desa;

pembukaan lahan pertanian;

pengelolaan usaha hutan Desa;

. kolam ikan dan pembenihan ikan,;

10.kapal penangkap ikan;

11.cold storage (gudang pendingin);

12.tempat pelelangan ikan;

13.tambak garam;

14.kandang ternak;

15.instalasi biogas;

16.mesin pakan ternak;

17.sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

N Uk

O

pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. penghijauan;

. pembuatan terasering;

. pemeliharaan hutan bakau;

. perlindungan mata air;

. pembersihan daerah aliran sungai;

. perlindungan terumbu karang; dan

7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

o Ul A~ WN

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:

a
b
c
d
e
f.
g

pembinaan lembaga kemasyarakatan;

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
pembinaan kerukunan umat beragama;

pengadaan sarana dan prasarana olah raga;

pembinaan lembaga adat;

pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

a.

pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;



(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

b. pelatihan teknologi tepat guna;

c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat
Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;

d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;

2. kelompok usaha ekonomi produktif;

3. kelompok perempuan,

4. kelompok tani,

5. kelompok masyarakat miskin,

6. kelompok nelayan,

7. kelompok pengrajin,

8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
9. kelompok pemuda;dan

10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 7

Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan
mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.

Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan
prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota.

Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan kegiatan yang meliputi:
a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;

b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan
kabupaten/kota;

c. pengkajian keadaan Desa;

d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;

e. penyusunan rancangan RPJM Desa;

f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah

perencanaan pembangunan Desa; dan
g. penetapan RPJM Desa.

Paragraf 2
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 8

Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

kepala Desa selaku pembina;

sekretaris Desa selaku ketua,;

ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan
masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur
masyarakat lainnya.

Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh)
orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

o op

Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan
perempuan.

Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.



Pasal 9

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a.

b
C.
d

(1)
(2)
(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;

. pengkajian keadaan Desa;

penyusunan rancangan RPJM Desa; dan

. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Paragraf 3
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Pasal 10

Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan
pembangunan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf a.

Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan
Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa.

Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi
tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.

Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:

a. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;

. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;

rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota;

. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan

o oo o

rencana pembangunan kawasan perdesaan.
Pasal 11

Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan
dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan
pembangunan Kabupaten/Kota yang akan masuk ke Desa.

Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa.

Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan
pembangunan yang akan masuk ke Desa.

Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.
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Paragraf 4
Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 12

Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.

Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.

Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi
kegiatan sebagai berikut:

a. penyelarasan data Desa;
b. penggalian gagasan masyarakat; dan
c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf ¢ menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam
rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 13

Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3)
huruf a dilakukan melalui kegiatan:

a. pengambilan data dari dokumen data Desa;

b. pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.

Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya
alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber
daya sosial budaya yang ada di Desa.

Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam format data Desa.

Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran
laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka
penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 14

Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang
pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa.

Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi
dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.

Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 15
Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan

secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa
sebagai sumber data dan informasi.
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Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus
unsur masyarakat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
. tokoh adat;

. tokoh agama;

tokoh masyarakat;

. tokoh pendidikan;

kelompok tani;

kelompok nelayan;

kelompok perajin;

SRS 0 A0 O

. kelompok perempuan;

e

kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
j- kelompok masyarakat miskin;dan

k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial
budaya masyarakat Desa.

Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap
musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan
dengan cara diskusi kelompok secara terarah.

Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan
sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat
kerja untuk menggali gagasan masyarakat.

Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil
penggalian gagasan.

Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Desa dapat
menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan
kemampuan masyarakat Desa.

Pasal 17

Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana
kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam
format usulan rencana kegiatan.

Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Pasal 18

Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan
Desa.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita
acara.
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Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
a. data Desa yang sudah diselaraskan;

b. data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk
ke Desa;

c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan

d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun
dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 19

Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa hasil
pengkajian keadaan Desa.

Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan
Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui
musyawarah Desa.

Paragraf 5
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa

Pasal 20

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa
berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Desa.

Pasal 21

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, membahas dan

menyepakati sebagai berikut:

a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;

b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi
dan misi kepala Desa; dan

c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi

berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat
Desa.

Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
membahas sebagai berikut:

a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;

b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;

c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
d.

rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh
perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa,
dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
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Pasal 22

Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21, dituangkan dalam berita acara.

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman
bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

Paragraf 6
Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 23

Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan
berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan
dalam format rancangan RPJM Desa.

Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil
penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan
RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim
penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.

Pasal 24

Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah
disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23.

Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan
kepala Desa dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala Desa,
dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Paragraf 7

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan

(1)

(2)

(3)

Pembangunan Desa
Pasal 25

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan
Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM
Desa.

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa,
dan unsur masyarakat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. tokoh adat;
b. tokoh agama,;

c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;



(4)

(1)

(2)
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(2)
(3)

(4)
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e. perwakilan kelompok tani;

f. perwakilan kelompok nelayan;

g. perwakilan kelompok perajin;

h. perwakilan kelompok perempuan;

i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
j- perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur
masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 26

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 8
Penetapan dan perubahan RPJM Desa

Pasal 27

Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan
perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan
musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26.

Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang
RPJM Desa.

Pasal 28

Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan
disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan
selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.
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Bagian ketiga
Penyusunan RKP Desa
Paragraf 1
Umum

Pasal 29

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari
pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa
dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten/kota.

RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun
berjalan.

RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan
September tahun berjalan.

RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 30

Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat
Desa.

Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan kegiatan yang meliputi:

a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah
Desa;
b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan
masuk ke Desa
d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
e. penyusunan rancangan RKP Desa;
f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan
Desa;
penetapan RKP Desa;
. perubahan RKP Desa; dan
pengajuan daftar usulan RKP Desa.

el

Paragraf 2
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Pasal 31

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa
dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.

Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar
usulan RKP Desa.

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa
sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
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Pasal 32

(1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melaksanakan
kegiatan sebagai berikut:

a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;

b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan

c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian
yang dibutuhkan.

(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dapat berasal
dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah
kabupaten/kota.

(3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan
dalam berita acara.

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman
kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Paragraf 3
Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 33

(1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

kepala Desa selaku pembina;

sekretaris Desa selaku ketua;

ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan
masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur
masyarakat.

oo

(3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh)
dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan
perempuan.

(5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan
Juni tahun berjalan.

(6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 34

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan
masuk ke desa;

b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
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Paragraf 4
Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan
Masuk ke Desa

Pasal 35

Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/kota
tentang:

a. pagu indikatif Desa; dan
b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi,
dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke Desa.

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima kepala
Desa dari kabupaten/kota paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 36

Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang meliputi:

a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;

b. rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana
perimbangan yang diterima kabupaten/kota;

c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah
kabupaten/kota; dan

d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah
kabupaten/kota.

Tim  penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana
program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang meliputi:

a. rencana kerja pemerintah kabupaten/kota;

b.rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi
dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat
daerah kabupaten/kota.

Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke
dalam format pagu indikatif Desa.

Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke
dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.

Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4), tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan
berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Pasal 37

Bupati/walikota menerbitkan surat pemberitahuan kepada kepala Desa
dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pendampingan kepada
pemerintah  Desa dalam  percepatan  pelaksanaan  perencanaan
pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun
berjalan.

Paragraf 5
Pencermatan Ulang RPJM Desa

Pasal 38

Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana
kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya
sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.

Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar
bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Paragraf 6
Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 39

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

a.

oo
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(1)

(2)

(3)

(1)

hasil kesepakatan musyawarah Desa;
pagu indikatif Desa;
pendapatan asli Desa;

rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah
daerah kabupaten/kota;

jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;
hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan

. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 40

Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan
Desa sesuai jenis rencana kegiatan.

Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-
kurangnya meliputi:

a. ketua;

b. sekretaris;

c. bendahara; dan

d. anggota pelaksana.

Pelaksana  kegiatan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2),
mengikutsertakan perempuan.

Pasal 41

Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:

a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;

b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh
Desa;

c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui
kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
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d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa
sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan

e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa
dan/atau unsur masyarakat Desa.

Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang
pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Desa, satuan kerja
perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pembangunan
infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam format rancangan RKP Desa.

Pasal 42

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilampiri
rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.

Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama
para kepala desa yang melakukan kerja sama antar Desa.

Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

Pasal 43

Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan
pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah
kabupaten/kota.

Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.

Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 44

Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan
rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan
rancangan daftar usulan RKP Desa.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim
penyusun RKP Desa kepada kepala Desa.

Pasal 45

Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44.
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Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan
perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyelenggarakan
musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Paragraf 7
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 46

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan
Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP
Desa.

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa,
dan unsur masyarakat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

. tokoh adat;

. tokoh agama;

tokoh masyarakat;

. tokoh pendidikan;

perwakilan kelompok tani;

perwakilan kelompok nelayan;

perwakilan kelompok perajin;
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. perwakilan kelompok perempuan;

e

perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
j- perwakilan kelompok masyarakat miskin.
Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur
masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 47

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)
memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan = pemberdayaan
masyarakat Desa.

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas
program dan kegiatan yang didanai:

a. pagu indikatif Desa;

pendapatan asli Desa;

swadaya masyarakat Desa;

bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan

o a0 T

bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau
pemerintah daerah kabupaten/kota.
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Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa
yang meliputi:

a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;

b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan
berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;

pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
pendayagunaan sumber daya alam;

pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;

peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa
berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
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peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 48

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dituangkan dalam berita acara.

Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan
perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan
musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.

Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang
RKP Desa.

Paragraf 8
Perubahan RKP Desa

Pasal 49

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa
melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai
kewenangan terkait dengan kejadian khusus;

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena
dampak terjadinya peristiwa khusus;
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c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB;
dan

d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar
atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa
melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah
kabupaten/kota;

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena
dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
pemerintah  daerah  provinsi, dan/atau  pemerintah  daerah
kabupaten/kota;

c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB;
dan

d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
Pasal 50

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan
Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan
penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 49.

Penyelenggaraan  musyawarah  perencanaan pembangunan  Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya
peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).

Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Desa
tentang RKP Desa perubahan.

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar
dalam penyusunan perubahan APB Desa.

Paragraf 9
Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 51

Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 kepada bupati/walikota melalui camat.

Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.

Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi
materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan
kecamatan dan kabupaten/kota.

Bupati/walikota menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil
pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3).

Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Desa setelah



(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

-292 -

diselenggarakannya musyawarah  perencanaan pembangunan  di
kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah desa
paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

BAB 1II
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang
dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan

b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.

Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa,
kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB
Desa.

Pasal 53

Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau
program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan
pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke
dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di
Desa dicatat dalam APB Desa.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan
pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan
kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus.

Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa
yang diselenggarakan oleh BPD.

Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor
dan/atau program daerah, kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas
bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar
pertimbangan keberatan dimaksud.

Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) kepada bupati/walikota melalui camat.
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Pasal 54

(1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau
program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

(2) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat desa dan/atau unsur
masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan
Paragraf 1
Umum

Pasal 55

Tahapan persiapan meliputi:
penetapan pelaksana kegiatan;
penyusunan rencana kerja;
sosialisasi kegiatan;

pembekalan pelaksana kegiatan,;
penyiapan dokumen administrasi;
pengadaan tenaga kerja; dan
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pengadaan bahan/material.

Paragraf 2
Penetapan Pelaksana Kegiatan

Pasal 56

(1) Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum
dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

(2) Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala
Desa.

(3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar
Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana kepala Desa dapat mengubah
pelaksana kegiatan.

Pasal 57

Pelaksana kegiatan bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan persiapan
dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 3
Penyusunan Rencana Kerja

Pasal 58

(1) Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala Desa.

(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
a. uraian kegiatan,;
b. biaya;
c. waktu pelaksanaan;
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d. lokasi;

e. kelompok sasaran;

f. tenaga kerja; dan

g. daftar pelaksana kegiatan.

Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam
format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Desa;

Paragraf 4
Sosialisasi Kegiatan

Pasal 59

Kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan
rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.

Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain
melalui:

musyawarah pelaksanaan kegiatan desa;

musyawarah dusun;

musyawarah kelompok;

sistem informasi Desa berbasis website;

papan informasi desa; dan
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media lain sesuai kondisi Desa.

Paragraf 5
Pembekalan Pelaksana Kegiatan

Pasal 60

Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa.

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah
kabupaten/kota melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan pembimbingan teknis.

Peserta pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara
lain meliputi:

a. kepala Desa;

. perangkat Desa;

Badan Permusyawaratan Desa;

. pelaksana kegiatan;

panitia pengadaan barang dan jasa;

kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
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lembaga pemberdayaan masyarakat.
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Pasal 61

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, antara lain:

a. pengelolaan keuangan Desa;

b. penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan

c. pembangunan Desa.

Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, antara lain teknis administrasi pengelolaan

keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban
keuangan.

Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain teknis administrasi
kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas desa.

Kegiatan pembekalan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam
pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa,
penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi
Desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut oleh bupati/walikota dalam peraturan
bupati/walikota.

Paragraf Keenam
Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

Pasal 62

Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.

Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan kepala Desa.

Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-
kurangnya meliputi:
. dokumen RKP Desa beserta lampiran;
. dokumen APB Desa;
. dokumen administrasi keuangan,;
. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan;
. daftar masyarakat penerima manfaat;
pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan;
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. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat
kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak
kegiatan pembangunan Desa;

h. penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan Desa
atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;

i. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat
untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau
tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;

j- penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi
dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan
Desa;dan

k. laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.
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Paragraf 7
Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

Pasal 63

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan
sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta
mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 64

Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada di
Desa sekurang-kurangnya melakukan:

a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;

b. pendaftaran calon tenaga kerja;

c. pembentukan kelompok kerja;

d. pembagian jadwal kerja; dan

e. pembayaran upah dan/atau honor.

Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang
tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 65

Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam yang ada di Desa,
sekurang-kurangnya melakukan:

a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;

b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Desa; dan

c. menentukan cara pengadaan material/bahan.

Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP Desa yang
ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 66

Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong
masyarakat Desa, sekurang-kurangnya melakukan:

a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan
dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;

b. pendataan sumbangan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga yang
berbentuk barang;

c. pendataan hibah dari masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga;
d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
e. penetapan jadwal kerja.

Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang
tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
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Pasal 67

Kepala Desa menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, sekurang-kurangnya
mengadministrasikan dokumen:

a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Desa dan/atau
pihak ketiga kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa
sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa dan diikuti dengan proses
pembuatan akta hibah oleh kepala Desa;

b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak
ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau
tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.

Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a
dilakukan melalui APB Desa.

Pasal 68

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilakukan tanpa merugikan
hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi
dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan dengan cara:

a. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli; dan
b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.

Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak rumah
tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui APB
Desa.

Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan
sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan
gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 melalui
mekanisme pembangunan Desa secara swakelola.

Dalam hal mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dapat dilakukan oleh Kepala Desa, diselenggarakan pengadaan
barang dan/atau jasa.

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 70

Kepala Desa mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-
kurangnya meliputi:

a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
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pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;
perubahan pelaksanaan kegiatan,;

pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;

musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka
pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan

pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Paragraf 2
Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan

Pasal 71

Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam
rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan
pelaksana kegiatan kepada kepala Desa.

Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekurang-
kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan pencairan dana Desa yang
bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 72

Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, membahas antara
lain:

a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;

b. pengaduan masyarakat;

c. masalah, kendala dan hambatan;

d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan

e. perubahan kegiatan.

Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi
perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa.

Paragraf 3
Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa

Pasal 73

Kepala Desa mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan
tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh
tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen
RKP Desa.

Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), kepala Desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari
masyarakat Desa.
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Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
kepala Desa meminta bantuan kepada bupati/walikota melalui camat
perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang
dapat berasal satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang
membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional.

Pasal 74

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dilakukan dengan
cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan
kegiatan pembangunan infrastruktur Desa.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3

(tiga) tahap meliputi:

a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh
per seratus) dari keseluruhan target kegiatan,;

b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh
per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan

c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus per
seratus) dari keseluruhan target kegiatan.

Pemeriksa melaporkan kepada kepala Desa perihal hasil pemeriksaan pada
setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi
bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh kepala Desa.

Paragraf 4
Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 75

Pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan peraturan tentang

kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan

pembangunan di desa dalam pembangunan desa dalam hal terjadi:

a. kenaikan harga yang tidak wajar;

b. kelangkaan bahan material; dan/atau

c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir
dan/atau kerusuhan sosial.

Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
peraturan bupati/walikota.

Pasal 76

Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan
pembangunan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.

Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan ketentuan:
a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa
dilakukan melalui:
1. swadaya masyarakat,
2. bantuan pihak ketiga, dan/atau
3. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau
pemerintah kabupaten/kota.
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b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan

c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan
disetujui oleh kepala Desa.

Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal

pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2).

Pasal 77

Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati
perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan
dalam berita acara.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan
gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi
perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur
Desa.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi
kepala Desa menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.

Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Paragraf 5
Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 78

Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan
penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi
kegiatan:

a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;

b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;

c. penetapan status masalah; dan

d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.

Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;

b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;

c. menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan
penyelesaian masalah;

d. melibatkan masyarakat Desa dalam menyelesaikan masalah; dan
e. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.

Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara mandiri oleh Desa berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaan
perdamaian melalui musyawarah desa.

Dalam hal musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan
dalam berita acara musyawarah desa.
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Paragraf 6
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 79

Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan
kegiatan kepada kepala Desa.

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan
dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan.

Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun
berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang
diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 80

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dituangkan dalam format
laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri
dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang
sekurang-kurangnya meliputi:

a. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;

b. foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi 0%, 40%, 80% dan 100% yang
diambil dari sudut pengambilan yang sama,;

c. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan
kegiatan secara beramai-ramai;

d. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan
pembangunan Desa;

e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada
tenaga kerja kegiatan pembangunan Desa; dan

f. gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Desa.

Kepala desa menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa
berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Paragraf 7
Musyawarah Desa dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 81

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa
dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.

Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun
anggaran berikutnya.

Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:

a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada kepala
Desa; dan

b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala Desa
dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur
masyarakat Desa.
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Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa
tentang laporan pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan laporan
akhir pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 82

Masyarakat desa Dberpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan
pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4).

Tanggapan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dengan memberikan masukan kepada kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa, kepala Desa, pelaksana kegiatan dan
masyarakat Desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan
masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam
berita acara.

Kepala Desa mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan
perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan
musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 8
Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa

Pasal 83

Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan
dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan
Desa.

Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan dengan cara:

a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu
dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;

b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan
pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa; dan

c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan
kegiatan pembangunan Desa.

Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dengan peraturan Desa.

Kepala Desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil
kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
dengan keputusan kepala Desa.

BAB III
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 84
Pemerintah, pemerintah  daerah  provinsi, pemerintah  daerah

kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan
masyarakat Desa.



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

- 33 -

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara
partisipatif oleh masyarakat Desa.

Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
Pembangunan Desa.

Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa
dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 85

Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada
tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan
pembangunan Desa.

Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.

Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau
jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan
administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah,
dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.

Hasil pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa.

Pasal 86

Bupati/walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara:

a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan Desa;

b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan
realisasi pelaksanaan APB Desa;

c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan
Desa; dan

d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.

Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat
ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Desa, bupati/walikota
melakukan:

a. menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa;

b. membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat
perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa
ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan

c. membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal mempercepat

pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APB
Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
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Pasal 87

Kegiatan dan format pembangunan Desa tercantum dalam Lampiran sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

(1) Pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berlaku, RKP Desa yang
sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan
berakhir masa berlakunya.

(2) Pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berlaku, RPJM Desa yang
sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun
2015, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta petunjuk teknis
pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa lebih lanjut diatur dengan
peraturan bupati/walikota.

Pasal 90

Pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan
Pembangunan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 2094.
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.
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